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ABSTRAK 
 
D A R W I S (B 111 12 668), Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus 
Polda Sulawesi Selatan dalam Mengungkap Tindak Pidana Perbankan. (Studi 
Kasus Tindak Pidana Perbankan pada Bank BNI Cab.Maros). dibimbing oleh 
(Muhadar), dan (Abd Asis). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Kepolisian 
dalam menanggulangi tindak pidana perbankan khususnya oleh Direktorat 
Reserse Kriminal Khusus  Polda Sulawesi Selatan. 
Penelitian ini dilakukan di Polda Sulsel dengan memilih satker 
Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan melakukan wawancara terstruktur 
dengan personil Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan menelaah dokumen-
dokumen yang terdapat pada tempat penelitian serta analisis data yang 
digunakan adalah analisis kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan perbankan yang 
berkembang saat ini cenderung telah mengalami perubahan. Hal ini terjadi 
Karena sifat tindakan pelaku, tujuan, strategis, motivasi, hasil yang diharapkan 
dan dicapai, target-target serta metode Kejahatan perbankan kini semakin 
meluas dan bervariasi. 
Kejahatan perbankan, Korupsi dan pencucian uang merupakan 
tindakan yang tercela, terkutuk dan harus diberantas dengan usaha terpadu 
yang dilakukan oleh Polri khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus 
Sulsel yaitu preventif, deredikalisasi, represif penegakan hukum. 
Proses penyedikan yang dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu 
Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan melakukan pemeriksaan saksi-
saksi dan tersangka, Oleh TKP, Pengumpulan barang bukti, terkait dengan 
penerapan pasal harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang kemudian 
dituangkan dalam Berkas Perkara dan selanjutnya Ke JPU. 
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BAB I  
  
A. Latar Belakang Masalah 
Peran penyidik Polri dalam menangani tindak pidana di bidang 
perbankan, faktor-faktor yang menghambat penyidik dalam menangani 
tindak pidana di bidang perbankan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh 
penyidik dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan. Pasal 49 
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 menentukan anggota 
dewan komisaris, direksi atau pegawai bank untuk tidak melakukan tindak 
pidana di bidang perbankan dan bila melanggar akan disanksi dengan 
ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Polri berdasarkan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berwenang menangani 
Tindak pidana di bidang perbankan, akan tetapi dalam pelaksanaanya 
belum maksimal dan cenderung kasusnya baru dapat diselesaikan dalam 
waktu yang lama.. Tindak pidana di bidang perbankan merupakan bentuk 
kejahatan yang sangat kompleks dan rumit sehingga menyulitkan aparat 
penegak hukum dalam mengusut berbagai kasus kejahatan tindak pidana 
tersebut. Penanganan tindak pidana di bidang perbankan sama halnya 
seperti penyidikan tehadap tindak pidana lain. Namun, yang 
membedakannya adalah tindak pidana di bidang perbankan yang erat 
kaitannya dengan lingkungan perbankan, penyidik harus mengindahkan 
Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/2014 tentang 
Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang mengatur 
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mengenai kerahasiaan bank. Faktor yang menghambat penyidik yaitu 
birokrasi perbankan itu sendiri, anggaran penyidikan Polri yang minim, 
kurangnya sarana prasarana penyidik, kurangnya tenaga ahli di bidang 
perbankan, serta Jumlah kemampuan SDM dari penyidik yang terbatas. 
Upaya-upaya yang dilakukan penyidik yaitu melakukan koordinasi dengan 
Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta bantuan tenaga ahli, berkoordinasi 
dengan bank terkait yang fasilitasnya digunakan untuk melakukan tindak 
pidana tersebut serta meminta keterangan membuka rahasia bank. 
Disarankan agar pemerintah pusat terutama pihak Otoritas Jasa Keuangan 
dapat membantu memaksimalkan pengungkapan kasus tindak pidana di 
bidang perbankan, Peranan lembaga perbankan tidak dapat dilepaskan dari 
maju atau mundurnya perekonomian suatu negara. Lembaga perbankan 
dituntut untuk senantiasa stabil, sehat, transparan, dan dikelola dengan baik 
(well managed). Kondisi seperti disebutkan di atas akan melancarkan 
aktivitas mobilisasi dana yang sangat diperlukan oleh sektor riil. Lancarnya 
aliran dana tersebut, memudahkan sektor riil berkembang dan memajukan 
aktivitas perekonomian. Berdasarkan  Undang-undang (selanjutnya 
disingkat UU) No. 10 Tahun 1998  tentang Perbankan, bahwa bank dapat 
dibedakan menjadi dua yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 yang 
berbunyi :  
1. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
secara konvesional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang 
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  
2. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan 
usaha secara konvesional atau berdasarkan prinsip syariah yang 
 
 
 
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran.  
Semua kegiatan bank seperti tersebut di atas, maka pada prinsipnya 
kegiatan suatu bank (baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat) 
terdiri dari tiga golongan sebagai berikut (Munir Fuady, 1999:8):   
1. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat.   
2. Kegiatan penarikan dana kepada masyarakat   
3. Kegiatan pemberian jasa tertentu yang dapat menghasilkan fee 
based income.  
Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga kepercayaan (agent 
of trust), yaitu lembaga yang dalam menjalankan usahanya sangat 
bergantung pada kepercayaan dari pihak masyarakat untuk dapat 
bertumbuhkembang. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari 
masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan 
usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan 
harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan 
memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, 
terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Dengan 
perkataan lain, dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya 
kekurangpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, yang pada saat 
ini gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah, 
maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap 
kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.  
Sedemikian vitalnya peranan lembaga perbankan ini, maka dalam 
Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : “Perbankan Indonesia 
dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan 
 
 
 
menggunakan prinsip kehati-hatian”. Prinsip kehati-hatian ini dapat kita 
temukan lagi dalam Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi:   
Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan 
ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, 
likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan 
dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai 
dengan prinsip kehati-hatian.   
Pasal 29 ayat (3) UU No. 10 Tahun 1998 terkandung penerapan 
prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit atau pembiayaan kepada 
nasabah debitur. Selengkapnya Pasal 29 ayat (3) UU No. 10 Tahun 1998 
yang berbunyi : “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib 
menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah 
yang memercayakan dananya kepada bank”.  
Ketentuan pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) di atas berhubungan erat 
dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4), karena bertujuan untuk melindungi 
kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. Bunyi Pasal 29 ayat 
(4) : “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi 
mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan 
transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.  
Namun, tidak dijelaskan mengenai makna dari prinsip kehati-hatian  
(prudential principle) tersebut di dalam isi atau penjelasan dari UU No. 7 
Tahun 1992 maupun UU No. 10 Tahun 1998. Pengertian mengenai prinsip 
kehati-hatian dapat ditemukan dalam Kamus Perbankan yang menentukan 
bahwa hati-hati atau kehati-hatian bank adalah : “Pelaksanaan prinsip 
kehati-hatian bank untuk meminimalkan risiko usaha operasional bank 
 
 
 
dengan berpedoman kepada ketentuan bank sentral dan ketentuan intern 
bank (prudential banking)”.  
Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu 
berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu 
konsisten dalam melaksanakan peraturan perundangundangan di bidang 
perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik (Hermansyah, 
2005:125). Prinsip kehati-hatian ini sangat penting dalam hubungan antara 
bank dengan nasabahnya, karena kedudukan nasabah bank seringkali 
kurang dihormati dan terlindungi karena kurang mendapat tanggapan dari 
pihak otoritas moneter berwenang.   
Berbagai kasus tindak pidana perbankan telah mendapatkan 
putusan oleh pengadilan baik pada tingkat pertama, banding, dan pada 
tingkat mahkamah agung.  Berdasarkan uraian latar belakang di atas, 
penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai suatu 
karya ilmiah skripsi dengan melakukan studi kasus pada upaya Direktorat 
Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan dalam mengungkap 
tindak pidana perbankan (studi kasus tindak pidana perbankan pada Bank 
BNI cabang Maros LP:   
B. Rumusan Masalah  
Adapun rumusan masalah yang dipilih oleh penulis pada penulisan 
karya ilmiah ini adalah :  
1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap proses penyidikan 
tindak pidana perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada 
Polda Sulawesi Selatan?  
 
 
 
2. Bagaimanakah peran Direktorat Reserse Kriminal khusus dalam 
mengungkap tindak pidana perbankan?  
C. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian penulisan karya ilmiah ini adalah:  
1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap proses penyedikan 
tindak pidana perbankan.  
2. Untuk mengetahui Peran Direktorat Reserse Kriminal khusus dalam 
mengungkap tindak pidana perbankan.  
D. Kegunaan penelitian  
Diharapakan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan 
wawasan kepada masyarakat, khususnya pihak-pihak yang terkait 
mengenai penggunaan jasa perbankan mengenai pertanggungjawaban 
pidana perbankan.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA  
A. Pengertian Penyelidikan 
1. Tugas dan Wewenang Kepolisian   
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk 
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagi tindakan 
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 
menurut cara yang diatur  oleh KUHAP (didalam Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana) 
Pengetahuan dan pengertian  penyidikan perlu dinyatakan dengan 
jelas dan pasti, Karena hal tersebut langsung menyinggung dan membatasi 
HAM (Hak Asasi Manusia). Bangian-bangian   dari hukum acara pidana 
yang menyangkut penyidikan sebagai berikut 
1. Ketentuan mengenai alat-alat penyidik 
2. Ketentuan mengenai diketahui terjadinya delik 
3. Melakukan pemanggilan tersangka atau terdakwa 
4. Pemerisaan di tempat kejadian 
5. Melakukan Penahana sementara 
6. Pemeriksaan atau interogasi 
7. Pengeledahan 
8. Berita acara 
9. Penyitaan 
10.Melakukan penyampain perkara 
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11.Pelimpahan perkara yang diserahkan kepada penuntut umum dan 
pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan 
Tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana 
itu menampilkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana. Sebelum 
melakukan tindakan penyidikan yang konsekuensi digunakannya upaya 
pemaksaan, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau 
keterangan yang didapat dari hasil penyidikan bahwa peristiwa yang terjadi 
dan diduga sebagai tindak pidana, sehingga dapat dilanjutkan dengan 
mealukakan tindak penyedikan. 
Polisi adalah suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat dan menjadi penyidik dalam tindakan Kriminal. Oleh karena itu, 
secara universal tugas polisi termasuk Polri menurut Kunarto pada 
hakikatnya ada 2, yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan 
serta ketrtiban umum. Untuk mengetahui hakikat dari tugas Polri dapat 
dilihat Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 
Tahun 2002) pada Pasal 13 dan Pasal 14, yaitu : 
Pasal 13 menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik 
Indonesia adalah : 
1.  Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 
2. Menegakkan hukum. 
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
 
 
 
 
Selanjutnya dalam Pasal 14 berbunyi “ Dalam melaksanakan tugas pokok 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik 
Indonesia bertugas : 
1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap 
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. 
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 
kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat 
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. 
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 
pengamanan swakarsa. 
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana 
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensic, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 
kepolisian. 
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 
 
 
 
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak 
asasi manusia. 
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang. 
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan 
dalam lingkup tugas kepolisian. 
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
Apabila dilihat tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum 
dalam Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Negara (UU RI No. 2 Tahun 
2002), dapat digolongkan secara preventif dan represif. Tugas kepolisian 
secara preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran 
dengan menghapuskan faktor kesempatan. Sehubungan dengan hal ini 
terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika 
faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan. 
Adapun tindakan represif adalah untuk menindak suatu kejahatan yang 
merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan 
yang dimaksud di sini adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila 
menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi ketertiban dan 
keamanan umum. Dalam tugas represif tersebut dapat dibagi memjadi 
represif yustisial dan represif nonyustisial. 
Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk : 
1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 
 
 
 
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 
perkara untuk kepentingan penyidikan. 
3. Membawa dan mengadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 
penyidikan. 
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 
memeriksa tanda pengenal diri. 
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi. 
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara. 
8. Mengadakan penghentian penyidikan.  
9. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. 
10. Menjawab permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak 
atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka 
melakukan tindak pidana. 
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai 
Negeri Sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum. 
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
 
 
 
 
 
 
 
B. Tugas dan Wewenang Direktorat Reserse Kriminal Khusus 
 
Tentang penindakan dalam proses penanganan perkara di 
lingkungan direktorat kriminal khusus Polda Sulawesi Selatan. Bahwa tugas 
dan wewenang penanganan perkara pidana yang merupakan pelaksanaan 
dari peran kepolisian di bidang penyidikan yang di emban oleh satuan fungsi 
Reserse kriminal khusus dalam pelaksanaannya sangat rawan terjadi 
tindakan penyimpangan yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi 
manusia untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penyidikan segala 
bentuk tindakan , upaya paksa dalam proses perkara dan untuk 
menghindari penyimpangan di lapangan atau penyalah gunaan 
penggunaan kewenangan oleh penyidik dan penyelidik Ditreskrimsus Polda 
Sulawesi Selatan sampai kesatuan wilayah terdepan perlu di buat sebuah 
peraturan sebagai pengendalian yang efektif. 
Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana 
1. Penerimaan dan penyaluran Laporan Polisi; 
2. Penyelidikan; 
3. Proses penanganan perkara; 
4. Pemanggilan; 
5. Penangkapan dan penahanan; 
6. Pemeriksaan; 
7. Penggeledahan dan penyitaan; 
8. Penanganan barang bukti; 
9. Penyelesaian perkara; 
 
 
 
10. Pencarian orang, pencegahan dan penangkalan; dan 
11. Tindakan koreksi dan sanksi. 
a. Proses penyidikan perkara harus dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
b. Proses penyidikan yang telah dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang -undangan merupakan proses yang 
tidak dapat diintervensi oleh siapapun. 
c. Terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam 
pelaksanaan penyidikan harus dilakukan tindakan koreksi 
agar berlangsung dengan benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
d. Terhadap penyidik yang melakukan penyimpangan atau 
menyalahgunakan kewenangan harus dikenakan tindakan 
koreksi dan diterapkan sanksi administrasi atas tindakan 
pelanggaran yang dilakukannya secara proporsional. 
 
C. Perbankan 
1. Pengertian Perbankan  
Menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai : 
“Usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di 
masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalulintas pembayaran 
dan peredaran uang”.   
Menurut UU N0. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : “bank 
 
 
 
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak”.  
Pasal 1 ayat (1) UU N0. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU 
No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi : “Perbankan adalah 
segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, 
kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan”.  
Lembaga keuangan terdiri dari dua jenis yaitu :  
1. Lembaga keuangan bank, adalah suatu badan yang melakukan 
kegiatan dibidang keuangan berupa usaha menghimpun dana, 
memberikan kredit, sebagai perantara dalam usaha mendapatkan 
sumber pembiayaan, dan usaha penyertaan modal, semuanya 
dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui 
penghimpunan dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas 
berharga.  
2. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga yang bergerak 
dibidang pasar uang dan modal. Segi usaha pokok yang dilakukan  
yaitu :  
a. Sektor pembiayaan pembangunan berupa pemberian kredit 
jangka menengah/panjang serta melakukan penyertaan modal.  
b. Usaha ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 
bidang-bidang tertentu seperti memberikan pinjaman kepada 
masyarakat berupa pegadaian.  
 
 
 
Jenis lembaga keuangan bukan bank yaitu : (1) Asuransi, (2) 
Lembaga pembiayaan, (3) Pegadaian, (4) Penyelenggara dana pension.  
2. Asas, Fungsi, dan Jenis-Jenis Bank  
Asas perbankan Indonesia dapat dapat diketahui dalam UU No. 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 2 : “Perbankan Indonesia dalam 
melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan 
menggunakan prinsip kehati-hatian”.  
Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi yang 
berdasarkan UU Dasar 1945. Mengenai prinsip kehati-hatian sebagaimana 
disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 UU Perbankan, tidak ada penjelasan 
secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-
orang yang terlibat didalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan 
dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan 
wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional 
sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu bank dalam 
menjalankan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh 
itikad baik.  
Mengenai fungsi bank, diatur dalam Pasal 3 UU N0. 10 Tahun 1998 
yang berbunyi : “fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai 
penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dari ketentuan ini terlihat 
fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana 
(surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan 
dana (lacks of funds).  
 
 
 
Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan membagi bank 
dalam dua jenis, yaitu :  
1. Bank Umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  
2. Bank Perkereditan Rakyat, bank yang melaksanakan kegiatan 
usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah 
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran.  
Bank umum kepemilikannya mungkin saja dimiliki oleh negara 
(pemerintah daerah), swasta asing, dan koperasi sedangkan BPR hanya 
dimungkinkan dimiliki oleh negara (pemerintah daerah), swasta dan 
koperasi saja. Jenis bank dari segi kepemilikannya meliputi:  
1. Bank milik Negara  
2. Bank milik pemerintah daerah  
3. Bank milik swasta baik dalam negeri maupun luar negeri  
4. Bank koperasi.  
D. Tindak Pidana Perbankan   
Penyebutan “tindak pidana perbankan”, bukannya “tindak pidana di 
bidang perbankan” dalam sub-bab ini bukanlah tanpa sebab, karena tindak 
pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan adalah dua hal 
yang berbeda. Moch. Anwar, dalam bukunya, tindak pidana di bidang 
perbankan, menekankan perbedaan dari kedua istilah tersebut. Demikian 
 
 
 
pula dengan Marulak Pardede, yang juga mengemukakan bahwa terdapat 
perbedaan yang cukup mendasar terhadap dua pengertian tersebut, yaitu :   
a. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar 
ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang 
Pokok-pokok Perbankan: 
b. Tindak pidana di bidang perbankan adalah setiap perbuatan yang 
melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 
1992 tentang Pokok-pokok Perbankan, KUHP dan Peraturan 
Hukum Pidana Khusus, seperti UU No. 3 Tahun 1971 tentang 
Tindak Pidana Korupsi, UU No. 11 PNPS Tahun.  
 
Lingkup tindak pidana di bidang perbankan lebih luas daripada tindak 
pidana perbankan, karena mencakup kejahatan-kejahatan yang merupakan 
tindak pidana konvensional seperti misalnya pencurian, penggelapan, 
penipuan terhadap bank yang dilakukan oleh nasabah, pegawai bank atau 
orang lain. Sedangkan tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang 
dilakukan oleh bank yang melanggar UU Pokok Perbankan (UU No.7 Tahun 
1992 jo UU No.10 Tahun 1998), dimana para pelanggar dilarang dan 
diancam dengan hukuman oleh UU itu.   
Prof. Sudarto, SH., dalam kapita selekta hukum pidana, 
menyebutkan UU Pokok Perbankan dapat digolongkan dalam peraturan 
perundang-undangan di bidang hukum administratif yang memuat sanksi-
sanksi pidana. Peraturan perundang-undangan ini harus dibedakan dengan 
UU yang menurut hukum pidana khusus seperti UU Tindak Pidana 
Ekonomi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU tentang 
Pemberantasan Kegiatan Subversi. Ketiga UU terakhir ini, dapat dikatakan 
sebagai UU “tindak pidana ekonomi”, “tindak pidana korupsi” dan “tindak 
 
 
 
pidana subversi”. Oleh karena itu, UU tentang Pokok-pokok Perbankan 
dapat juga dikatakan sebagai UU “tindak pidana di bidang perbankan”.  
Tindak pidana perbankan ini oleh para ahli dikategorikan ke dalam 
tindak pidana korporasi (crimes for corporation) yaitu pelanggaran hukum 
yang dilakukan oleh korporasi dalam usahanya mencapai tujuan korporasi 
yakni untuk memperoleh keuntungan dan oleh karenanya dapat dikenai 
sanksi pidana, administrasi maupun perdata.   
Menurut I.S. Susanto, tindak pidana perbankan dapat digolongkan 
ke dalam ruang lingkup atau bagian dari “tindak pidana korporasi”, karena 
secara konsepsional tindak pidana korporasi dapat dibedakan atas :   
a. Tindak pidana korporasi (crimes for corporation) yaitu pelanggaran 
hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam usahanya mencapai 
tujuan korporasi yakni untuk memperoleh keuntungan.   
b. Korporasi jahat (criminal corporation) yaitu korporasi yang bertujuan 
semata-mata untuk melakukan kejahatan.   
c. Tindak pidana terhadap korporasi, seperti pencurian atau 
penggelapan terhadap milik korporasi, di sini yang menjadi korban 
justru korporasi itu sendiri.  
Tindak pidana perbankan yang terdapat dalam praktek sehari-hari, 
secara kronologis dapat dikategorikan dalam pengertian “criminal 
behaviour” dalam “white collar crime”nya Sutherland. Kejahatan white collar 
crime atau kejahatan krah putih ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang 
cukup terhormat dan mempunyai kedudukan yang cukup tinggi.  Dilihat dari 
 
 
 
kerugian yang ditimbulkannya, kejahatan krah putih di bidang perbankan 
dapat dibedakan dua golongan besar :  
1. “Minor frauds” atau “ non concealment frauds” yang melibatkan 
uang relatif sedikit dan tidak menimbulkan kegagalan bank.  
2. “Major frauds” atau “ concealment frauds” yang melibatkan uang 
dalam jumlah besar dan dapat mengakibatkan kegagalan bank.  
Baik tindak pidana perbankan maupun tindak pidana di bidang 
perbankan terjadi karena beberapa faktor, seperti :   
a. Kompetisi antar bank semakin tinggi dan ketat, sehingga ada 
kecenderungan bank mengendorkan segi kontrol/keamanan;   
b. Produk baru yang ditawarkan semakin bervariasi, sedangkan 
sistem operasional perbankan belum memadai untuk  
mengamankan produk tersebut;   
c. Keterlibatan orang dalam (oknum bank itu sendiri);   
d. Sarana yang dipergunakan perbankan semakin canggih dan rumit.  
Pada umumnya perbankan di dalam menyelesaikan sengketa 
dengan nasabahnya yang menyangkut sejumlah finansial, akan 
diselesaikan secara damai dan bila tidak berhasil, maka penyelesaiannya 
akan diajukan lewat lembaga peradilan. Sanksi pidana pada dasarnya 
diterapkan kepada pengurus bank dan bank yang bersangkutan. Di 
samping itu, bank Indonesia dapat pula menerapkan sanksi administrasi 
terhadap bank sebagai lembaga (korporasi). Dalam hal bank Indonesia 
menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh bank yang mengarah 
 
 
 
kepada suatu tindak pidana, maka bank Indonesia dapat :  (1) Memanggil 
pengurus bank untuk dimintakan penjelasan, (2) Melakukan pemeriksaan 
lebih lanjut, (3) Melaporkan kepada pihak yang berwajib. 
Tindak pidana perbankan sendiri oleh N.H.T. siahaan, digolongkan 
dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu :   
1. Tindak pidana perbankan dilakukan oleh bank yang menganggu 
atau membahayakan sistem moneter;   
2. Tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh bank yang 
menganggu atau membahayakan sistem pembayaran;   
3. Tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh seseorang atau 
suatu lembaga terhadap suatu bank yang membahayakan  
kelangsungan hidup bank tersebut.  
Dengan melihat tiga hal yang diklasifikasi di atas, maka subjek 
kejahatan perbankan terdiri dari :   
1. Orang dalam, yakni para anggota Direksi, anggota Komisaris, 
pegawai bank atau pemegang saham;   
2. Nasabah bank, yakni nasabah penyimpan, nasabah debitor atau 
nasabah yang menggunakan jasa bank selain jasa simpanan dan  
kredit;  
3. Pihak ketiga, yakni orang atau korporasi yang bukan orang dalam 
maupun nasabah bank.  
Lebih lanjut dalam bukunya, N.H.T. siahaan mengemukakan 
beberapa aspek tindak pidana perbankan yang dapat ditemukan dalam UU 
 
 
 
No. 7 Tahun 1992 dan perubahannya yaitu UU No. 10 Tahun 1998, yaitu 
antara lain :   
1. Menghimpun dana tanpa izin usaha perbankan;   
2. Kejahatan menyangkut catatan pembukuan dan laporan bank;   
3. Tindak pidana oleh pihak terafiliasi (Pasal 50);   
4. Tindak pidana menghalangi pemeriksaan bank.  
E. Pertanggungjawaban Pidana.  
 Pertanggungjawaban  pidana  menjurus  kepada  pemidanaan  
petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-
unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut 
terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan 
dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila 
tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilahat dari sudut 
kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu 
bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan. Dikatakan 
seseorang  mampu bertanggung jawab (toerekeningvatbaar), bilamana 
pada umumnya :  
a. Keadaan jiwanya :  
1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.  
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan.  
3. Tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, pengaruh 
bawah sadar, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.  
b. Kemampuan jiwa :   
 
 
 
1. Dapat meng insafi hakekat dari tindakannya.  
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut,  
apakah akan dilaksanakan atau tidak.  
3. Dapat mengetahui dari ketercelaan dari tindakan tersebut.   
Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan 
kemampuan jiwa (geestelijke vermogens). Pertanggungjawaban pidana 
disebut sebagai “toerekenbaarheid” dimaksudkan untuk menentukan 
apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu 
tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. (Saleh, Roeslan  ;1981).  
Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, 
mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain 
halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari 
pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.  
Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh 
kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari 
tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari 
tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan 
tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, 
maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk 
penentuan tersebut, bukan sebagai aklibat atau dorongan dari sesuatu, 
yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali 
(Andi Zainal Abidin Farid, 1995).  
Menurut Ruslan Saleh (E.Y. Kanter, SH, S.K. Sianturi, SH: 25) 
mengemukakan bahwa : “tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan 
 
 
 
bertanggung-jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada 
terhapus keselahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah 
termasuk dalam pengertian kesalahan (schuld)”.  
Menurut Pompe (E.Y. Kanter, SH, S.K. Sianturi, SH: 25) 
mengemukakan bahwa : “Hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau 
dari sudut “kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam 
dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: “Tiada pidana, 
tanpa kesalahan”.  
Menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur subjektif adalah 
adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, 
sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di 
pertanggungjawabkan.  
 
Unsur-unsur subjektif yaitu :  
1. Kesalahan  
2. Kesengajaan  
3. Kealpaan  
4. Perbuatan  
5. Sifat melawan hukum  
Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan 
hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-
unsur objektif yaitu perbuatan dan sifat melawan hukum.  
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BAB III  
METODE PENELITIAN  
A. Lokasi Penelitian  
Pada penyusunan Proposal ini penulis melakukan penelitian di 
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, khususnya Pada Satuan 
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan. Untuk 
menambah bahan dan data penulis juga akan melakukan penelitian 
pustaka dengan mempelajari buku buku, tulisan ilmiah, peraturan 
perundang-undangan, serta sumber sumber lainnya yang terkait pada 
perpustakaan fakultas hukum Unhas dan perpustakaan pusat 
Universitas Hasanuddin.  
B. Jenis dan Sumber Data  
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan 
terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni:  
1. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara 
langsung melalui wawancara dengan para pakar dan narasumber 
yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.  
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi Kepustakaan 
sebagai data utama yang terdiri dari buku-buku, internet (IT), 
laporan, Berkas-berkas dan informasi media dan literature yang 
berhubungan dengan proposal ini.  
C. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data berdasarkan metode penelitian lapangan (field research) dan 
 
 
 
penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan (field 
research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan 
melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dengan 
instansi terkait. Sedangkan Penelitian kepustakaan (library research), 
yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data skunder yang 
berhubungan dengan penelitian penulis.  
D. Analisis Data  
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder seperti yang 
tersebut diatas kemudian diolah terlebih dahulu lalu dianalisis secara 
kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, 
dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan 
analisis yang telah dilakukan. 
.  
 
 
  
  
  
  
 
  
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan 
Dalam    Mengungkap Tindak Pidana Perbankan  
 
Undang Undang Perbankan bukanlah opsi satu-satunya dalam 
praktik peradilan pidana.Terdapat beberapa undang undang lain yang 
sering digunakan untuk mendakwa tersangka kasus perbankan.Hal tersebut 
disebabkan oleh tindak pidana perbankan itu sendiri yang memiliki banyak 
sisi yang dapat ditelaah secara parsial.Hal ini sesuai dengan modus tidak 
pidana perbankan yang cukup rumit dan terdiri dari tahapan-tahapan yang 
pada akhirnya dapat dipandang sebagai gabungan tindak pidana 
(concursus).  
Dalam proses peradilan pidana, Jaksa Penuntut Umum dituntut 
untuk membuat surat dakwaan yang sesuai dengan hasil penyidikan 
sehingga dapat menjadi dasar atau landasan bagi hakim dalam 
pemeriksaan melalui persidangan. Menurut (Yahya Harahap, 2010), ada 
dua hal yang penting untuk diperhatikan mengenai surat dakwaan adalah 
perumusan surat dakwaan konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan 
penyidikan dan surat dakwaan harus menjadi landasan pemeriksaan sidang 
pengadilan, rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan 
tersangka, walaupun Jaksa Penuntut Umum memiliki keleluasaan dalam 
perumusan surat dakwan, tapi keleluasaan tersebut harus dapat 
dipertanggung jawabkan secara yuridis.  
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Surat dakwaan merupakan objek penting dalam penerapan hukum 
atas suatu kasus. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, surat 
dakwaan merupakan landasan bagi hakim untuk memeriksa terdakwa 
dalam sidang pengadilan. Maka dari itu, penetapan aturan hukum yang 
akan digunakan dalam surat dakwaan haruslah dilakukan dengan cermat. 
Penerapan hukum terhadap tindak pidana perbankan yang 
kemudian akan Penulis kemukakan merupakan ulasan mengenai undang 
undang yang dapat digunakan dalam mendakwa pelaku tindak pidana 
pembobolan dana nasabah. Undang undang tersebut antara lain:  
1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah 
diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan;  
2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik;  
3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi yangtelah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi.  
Ketiga Undang Undang di atas merupakan aturan-aturan hukum 
yang kerap digunakan oleh penuntut umum dalam mendakwa pelaku 
tindak pidana perbankan berupa pembobolan dana nasabah. Dalam 
beberapa kasus pembobolan dana nasabah, Jaksa Penuntut Umum 
 
 
 
seringkali menyusun surat dakwaan dengan mengkombinasikan ketiga 
undang undang tersebut diatas.   
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan 
Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  
Undang undang ini merupakan instrumen penting dalam 
penegakan hukum Indonesia khususnya sektor perbankan.Seiring 
dengan perkembangan jaman yang semakin modern, perkembangan 
tindak pidana di sektor perbankan juga mengalami transformasi.Sayang 
sekali hingga saat ini Indonesia masih belum memiiki undang undang 
pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana yang terjadi dalam 
ruang lingkup perbankan. Maka dari itu, Undang Undang Perbankan yang 
merupakan undang undang yang bersifat administratif ini masih menjadi 
pilihan utama dalam mendakwa pelaku tindak pidana pembobolan dana 
nasabah.  
Tindak pidana pembobolan dana nasabah lazimnya mengacu pada 
tindak pidana yang mencocoki rumusan Pasal 49 baik ayat (1) maupun 
ayat (2) Undang Undang Perbankan. Sesuai dengan jenisjenis tindak 
pidana perbankan, Pasal 49 ayat (1) dan (2) termasuk ke dalam tindak 
pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Karakteristik dari jenis tindak 
pidana ini adalah adanya kerugian yang timbul pada pihak bank akibat 
perbuatan internal maupun eksternal bank. Berikut adalah rumusan dari 
Pasal 49 ayat (1) dan (2): 
 
 
 
(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan 
sengaja:  
a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam 
pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau 
laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.  
b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak 
dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, 
maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan 
transaksi atau rekening suatu bank.  
c. Mengubah, mengaburkan, atau  menyembunyikan, menghapuskan 
atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan 
atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan 
usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan 
sengaja mengubah,mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan 
atau merusak catatan pembukuan tersebut. Diancam dengan pidana 
penjara sekurangkurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 
(sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00  
(dua ratus milyar rupiah).  
(2) Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan 
sengaja:  
a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk 
menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang 
atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk 
 
 
 
keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha 
mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank 
garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian 
atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, 
cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam 
rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan 
penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;  
b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam 
undangundang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya yang berlaku bagi bank.  
Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurangkurangnya 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)  
Sebagai undang undang yang khusus membahas mengenai 
peraturan di bidang perbankan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tetang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7  
Tahun 1992 tentang Perbankan, merupakan instrumen hukum yang 
tepat untuk diterapkan pada kasus pembobolan dana nasabah. Walaupun 
undang undang ini bukan merupakan undang undang tindak pidana khusus, 
namun ketentuan pidana yang terdapat pada undang undang ini memiliki 
kekuatan yang sama dengan ketentuan hukum pidana lainnya. Terlebih lagi 
 
 
 
Pasal 49 ayat (1) dan (2) merupakan tindak pidana kejahatan. Dengan 
digolongkan sebagai tindakan kejahatan, diharapkan akan dapat lebih 
terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam undang undang 
ini.  
Penggunaan Undang Undang Perbankan sering kali dikesampingkan 
oleh penuntut umum dalam mendakwa pelaku pembobolan dana nasabah. 
Dalam praktiknya masih banyak dakwaan terhadap pelaku pembobolan 
dana nasabah yang menempatkan Undang Undang Perbankan dibawah 
Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus-kasus tertentu 
pembobolan dana nasabah dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini 
disebabkan oleh adanya kemiripan antara tindak pidana pembobolan dana 
nasabah dengan tindak pidana korupsi dimana keduanya merupakan tindak 
pidana yang dilakukan oleh orang-orang dengan kualitas atau jabatan 
tertentu.  
Dalam hukum pidana Indonesia, dikenal asas Systemstische 
Specialiteit yang dapat diartikan sebagai asas Kekhususan yang 
Sistematis.Asas Kekhususan yang Sistematis ini merupakan asas turunan 
dari asas Lex Specialis Derogat Lege Generalis (ketentuan yang khusus 
mengenyampingkan ketentuan yang umum). Pada umumnya asas Lex 
Specialis hanya dianggap sebagai asas yang mengatur pemberlakuan 
aturan hukum yang dikenakan pada suatu kasus jika terdapat dua aturan 
dimana salah satunya bersifat lebih khusus dari yang lain. Namun, jika 
terdapat dua aturan yang dapat diberlakukan tetapi keduanya merupakan 
 
 
 
aturan khusus, maka aparat hukum harus berpegang pada turunan dari 
asas Lex Specialis yaitu asas Kekhususan yang Sistematis.  
Maksud dari asas ini adalah ketentuan pidana dikatakan bersifat 
khusus bila pembentuk undang undang memang bermaksud untuk 
memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana 
yang bersifat khusus. Kekhususan yang Sistematis berarti dalam memilih 
antara dua aturan yang akan diberlakukan, harus digunakan pengamatan 
yang sistematis terhadap tindak pidana yang terjadi. Misalnya, jika subyek 
personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang 
diperoleh, maupun lingkungan terjadinya delik berada dalam konteks 
perbankan, maka undang undang khusus yang harus diberlakukan atau 
diprioritaskan adalah Undang Undang Perbankan meskipun terdapat 
undang undang khusus lain yang memiliki ketentuan yang juga dapat 
mencakup perbuatan tersebut.  
B.  Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbankan 
Berdasarkan Laporan Polisi 
Sebelum melakukan proses penyedikan terlebih dahulu dilakukan 
penyelidikan dalam hal ini untuk mengetahui tindak pidana apa yang terjadi, 
melihat modus operandi atau cara pelaksanaannya dengan melakukan olah 
TKP, motif tindak pidana yaitu yang mendorong pelaku melakukan 
perbuuatan pidana atau latar belakangnya dan mencari pelakuknya. 
Adapun mekanisme penyelidikan dan penyidikan kasus tindak 
pidana perbankan pada Bank BNI Cab. Maros 
 
 
 
 
C. D A S A R  
1. Laporan Polisi Nomor : LPB/ 600/ XI/ 2014/ SPKT, tanggal 18 
Nopember 2014; 
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Surat Perintah Penyidikan 
Nomor : SP. Sidik/ 267/ XII/ 2014/ Ditreskrimsus, tanggal 17 
Desember 2014; 
3. Surat Perintah penyidikan Lanjutan Nomor : SP. Sidik Lanjutan/ 
267.a / V/ 2015/ Ditreskrimsus, tanggal 4 Mei 2015.   
 
D. P E R K A R A  
Tindak pidana perbankan atau tindak pidana transfer dana dan tindak 
pidana pencucian uang dengan cara melakukan pendebetan dan pemindah 
bukuan secara tidak sah terhadap rekening nasabah tanpa ada perintah/ 
permintaan dari nasabah pemilik rekening atau yang dikuasakan melalui slip 
Kiriman uang (KU) / transfer dana dan tanpa ijin dari otorisator (Pimpinan 
kantor layanan Bank), dimana hasil transfer dana tersebut ditempatkan ke 
rekening simpanan lain dan dibelanjakan dengan membeli tanah, 
kendaraan serta emas yang diduga dilakukan oleh tersangka Lk. HAIRIL 
HAFID, SE (teller BNI), pada tanggal 15 Nopember 2014 atau setidak-
tidaknya pada bulan Nopember ditahun 2014, di kantor Layanan/ KLN BNI 
Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros yang mengakibatkan PT. 
BNI Persero Tbk mengalami kerugian materiil sebesar Rp 400.000.000,- 
(empat ratus juta rupiah), sebagai mana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) 
huruf (b) UU RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU 
 
 
 
RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  atau pasal 81 UU RI Nomor 
3 tentang transfer dana  dan pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.   
    
I. FAKTA – FAKTA 
 
1. PEMANGGILAN : 
            Dalam perkara ini tidak dilakukan pemanggilan saksi-saksi 
 
2.        PENANGKAPAN : 
Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan  Nomor : SP.Kap / 
02 / IV / 2015 / Dit Reskrimsus, tanggal 29 April 2015, telah 
melakukan penangkapan terhadap tersangka Lk. HAIRIL 
HAFID  dan kemudian dibuatkan Berita Acara Penangkapan 
tertanggal  29 April 2005. 
 
3. PENAHANAN : 
             Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Surat Perintah 
Penahanan Nomor : SP.Han / 09/ IV/ 2015 / Ditreskrimsus, 
tanggal 30 April 2015, telah melakukan penahanan terhadap 
tersangka Lk. HAIRIL HAFID dan kemudian dibuatkan Berita 
Acara Penahanan tertanggal  30 April 2015. 
 
 
 
 
 
4. PENYITAAN : 
a. Berdasarkan surat perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 25 / V / 2015 
/ Dit Reskrimsus, tanggal 25  Mei 2015 yang telah ditetapkan oleh 
pengadilan Negeri Palu dengan Nomor : 54 / Pen. Pid.Sus-TPK / VI / 
2015 / PN Palu tanggal 3 juni 2015 telah disita barang bukti dari 
tersangka HAIRIL HAFID masing-masing : 
 
1. 1 ( satu  ) unit sepeda motor merk Yamaha Nomor Polisi DN 3631 JL. 
Nomor rangka MH31KP00CEJ738793, Nomor Mesin 1KP-738816. 
2. 1 ( satu ) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor K-
10970690 atas nama pemilik SULAEMAN.  
3. 1 ( satu ) buah Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor Nomor 
0035366 atas nama pemilik SULAEMAN. 
4. 1 ( satu ) lembar kwitansi pembelian sepeda motor mio soul nomor 
Polisi DN 3631 JL dengan harga Rp. 11.700.000 ( sebelas juta tujuh 
ratus ribu rupiah)  antara atas nama AHMAD dengan HANDI  
tertanggal 5 Desember 2014. 
5. 1 ( satu ) unit Tablet merk Samsung Galaxy tab 27,0 Nomor Imei 
354795058311876/01 warna putih. 
6. 1 ( satu ) buah charger merk Mito warna hitam.  
7. 1 ( satu ) lembar kwitansi pembelian tanah di jalan Tandame 
Kelurahan Mamboro Timur Kecamatan Palu Utara ukuran 7 x 20 
meter antara ASLINA dengan AMIRUDDIN yang di buat di Palu pada 
bulan Juni 2014. 
 
 
 
8. 1 ( satu ) lembar kwitansi pembelian tanah di jalan Tandame 
Kelurahan Mamboro Timur Kecamatan Palu Utara 7 x 20 meter 
antara AMIRUDDIN dengan DAENG/ HAIRIL dengan harga Rp. 
15.000.000 ( lima belas juta rupiah) yang dibuat di Palu tertanggal 4 
Januari  2015. 
9. 1 (satu ) lembar kwitansi pembelian tanah seluas 3 x 20 meter antara 
HAIRIL H. dengan ASLINA dengan harga Rp. 5.000.000  (lima juta 
rupiah) yang dibuat di Palu pada tanggal 24 April 2015. 
10. 1 ( satu ) buah kartu kredit BNI Syariah dengan nomor 5220 2800 
3013 6650 atas nama HAIRIL HAFID. 
 
b. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Dari Ketua Pengadilan Negeri Palu  
Nomor : 55 / Pen. Pid. Sus- TPK / VI / 2015 / PN Palu, tanggal 3 juni 
2015, telah disita barang bukti dari tersangka HAIRIL HAFID, berupa: 
Sebidang tanah ukuran 10 x 20 meter dengan Nomor Obyek Pajak 
(NOP) 72.71.010.008.023-0018 atas nama wajib pajak ASLI LATEKO 
yang terletak di jalan Tandame Kelurahan Mamboro Timur Kecamatan 
Palu Utara Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. 
 
c. Berdasarkan surat perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 39 / V / 2015 / 
Dit Reskrimsus, tanggal 19  Mei 2015 yang telah ditetapkan oleh 
pengadilan negeri Makassar Nomor : 827 / Pen.Pid/ 2015, tanggal 26 
Mei 2015 telah disita barang bukti dari saksi AKBAD BACHTIARDI  
berupa : 
 
 
 
 
1. 1 ( satu ) lembar rekening koran atas nama PT. SKY PURA Nomor 
rekening  0148540095 Bank BNI Cabang Makassar periode 1 
Nopember 2014 sampai  dengan 18 Nopember 2014. 
2. 1 ( satu ) lembar rekening koran atas nama SMAN 3 Makassar Nomor 
rekening 0298722968 Bank BNI Cabang Makassar  periode 1 
Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014             
3. 1 ( satu ) rangkap rekening koran Bank BNI Cabang Mattoangin BNI 
TAPLU atas nama HAIRIL HAFID nomor rekening 1005200258 
periode tanggal 01 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 31 
Desember 2014. 
4. 1 ( satu ) rangkap rekening koran Bank BNI Cabang Mattoangin 
TAPLUS PEGAWAI BNI atas nama HAIRIL HAFID nomor rekening 
0082911144     periode tanggal 01 Nopember 2014 sampai dengan 
tanggal 31 Desember 2014. 
5. 1 ( satu ) Rangkap Relaas pegawai Bank Negara Indonesia ( persero 
) Tbk Kantor layanan Bandara Hasanuddin atas nama HAIRIL 
HAFID, SE tanggal 19 November 2014. 
6. 1 ( satu ) rangkap Keputusan Kantor Cabang Mattoanging PT. Bank 
Negara   Indonesia ( persero ) Tbk Nomor: KP/ 1588 / MAT / 1 / R, 
tanggal 06  Agustus 2002, tentang pengangkatan menjadi 
pegawai tetap atas nama  HAIRIL HAFID. 
7. 1 ( satu ) lembar surat PT. Bank Negara Indonesia ( persero ) Tbk 
Nomor : Mks/02/1113 /R, tentang penugasan sementara sdr. HAIRIL 
 
 
 
HAFID,SE  sebagai Pgs. Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor 
Layanan Bandara Sultan Hasanuddin Kantor Cabang Utama 
Makassar. 
8. 1 ( satu ) lembar Teller Non Cash Transaction Report periode 15 
Nopember 2014. 
9. 1 ( satu ) rangkap Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Kantor 
Cabang Memo REN No : REN/ 2 / 1195, tanggal 12 September 2005,  
10. 1 ( satu ) rangkap Surat Bank BNI Kantor Wilayah Makassar Nomor 
: JAR / 7 / 538, tanggal 2 Maret 2005 perihal kewenangan nominal  
transaksi / otorisasi Cabang. 
 11.1 ( satu ) rangkap Pedoman Kebijaksanaan, Organisasi Dan 
Prosedur Kerja Bank Negara Indonesia,  tanggal 12 April 1991 
   
Dari tersangka HAIRIL HAFID berupa :  
1.  1 ( satu ) rangkap rekening koran Bank BNI Cabang Mattoangin BNI 
TAPLUS atas nama HAIRIL HAFID nomor rekening 1005200258 
periode tanggal 01 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 31 
Desember 2014. 
2.  1 ( satu ) rangkap rekening koran Bank BNI Cabang Mattoangin  
TAPLUS PEGAWAI BNI atas nama HAIRIL HAFID nomor rekening  
 
0082911144  periode tanggal 01 Nopember 2014 sampai dengan 
tanggal 31 Desember 2014. 
 
 
 
 
II. KETERANGAN SAKSI-SAKSI : 
 
A. N  a  m  a    :  AKBAD BACHTIARDI, Umur 51 Tahun, tempat 
tanggal lahir Purwokerta 15 Oktober 1963, Suku 
Jawa, Pekerjaan Karyawan Bank BNI Cab 
Makassar, Kewarganegaraan Indonesia, Agama 
Islam, Pendidikan terakhir  S.1 , Alamat  Jalan 
H.A.Mappanyuki No.23   Makassar.  
 
Menerangkan :  
1. Melaporkan tindak pidana perbankan sebagaimana Laporan Polisi 
Nomor : LPB/600/XI/2014/SPKT , tanggal 18  Nopember  2014. 
2. Bahwa yang melakukan  kejahatan perbankan adalah  Lk. HAIRIL 
HAFID dan yang menjadi korbannya adalah PT. BNI (persero)Tbk 
Cabang Makassar. 
3. Saksi kenal dengan Lk. HAIRIL HAFID karena sama-sama bekerja 
sebagai  karyawan PT. BNI (persero)Tbk Cabang Makassar.  
4. Lk. HAIRIL HAFID bekerja atau menjadi karyawan PT. BNI 
(persero)Tbk Cabang Makassar  sejak tgl 17 Juli 1997 sebagai 
satpam dan jabatan Lk. HARIL HAFID pada kantor layanan BNI 
Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar  pada periode bulan 
September 2014 s/d Nopember 2014 adalah sebagai Pengganti 
sementara (Pgs) Teller berdasarkan SK Pengangkatan sebagai Pgs 
Teller Nomor : Mks/ 02/ 1113/ R, Tanggal 26 September 2014, yang 
 
 
 
berlaku tanggal 29 September sampai dengan 14 Nopember 2014, 
dimana Lk. HAIRIL HAFID menjadi Pgs teller pada kantor layanan 
BNI Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar menggantikan 
sementara sdr. FARID sebegai teller yang melaksanakan cuti 
tahunan.  
5. Bahwa  berdasarkan laporan sdr. HERI WAHYUDI dan bukti validasi  
diketahui Lk. HAIRIL HAFID melakukan kejahatan Perbankan 
terhadap PT. BNI (persero)Tbk Cabang Makassar  dengan cara 
melakukan pendebetan/ pemindah bukuan (transfer dana) dari 
rekening BNI atas nama SMAN 3 Makassar nomor 0298722968 
sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta) ke rekening BNI atas 
nama HAIRIL HAFID nomor 82911144 dan pendebetan/ pemindah 
bukuan (transfer dana) dari rekening BNI atas nama PT. SKY PURA 
nomor 0148540095 sebesar Rp 663.000.000,- (enam ratus enam 
puluh tiga juta rupiah) ke rekening BNI atas DANIEL STEVEN nomor 
1100183888 tanpa ada perintah dan atau permintaan nasabah 
melalui formulir pemindah bukuan atau formulir kiriman uang atau 
voucher yang ditanda tangani oleh masing-masing pemilik rekening 
atau yang dikuasakan. 
6. Berdasarkan Validasi yang ditemukan Sdr. FARID bahwa Lk. HAIRIL 
HAFID melakukan transfer / pemindahbukuan pada hari Sabtu 
Tanggal 15 Nopember 2014 sekitar jam 13.10 Wita bertempat di 
Kantor layanan BNI Bandara Hasanuddin Makassar, Kab. Maros. 
 
 
 
7. Lk.HAIRIL HAFID melakukan pendebetan/ pemindahbukuan 
(transfer dana) terhadap rekening BNI atas nama SMN 3 Makassar 
dan rekening BNI atas nama PT. SKY PURA menggunakan computer 
yaitu BNI Icons dengan menyalahgunakan system bank yang berada 
meja kerja teller Nomor 2 yang berada pada kantor layanan BNI 
Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar , kab. Maros, dimana Lk. 
HAIRIL HAFID sebagai teller mempunyai/ memiliki akses pada 
system computer tersebut. 
8. Bahwa berdasarkan validasi transaksi  transfer  dana  Sdr.HAIRIL 
HAFID tidak pernah mendapat ijin / persetujuan/ perintah dari 
nasabah PT.SKYPURA dan SMAN 3 Makassar untuk melakukan 
transfer atau pemindahbukuan tersebut. 
9. Bahwa berdasarkan validasi transaksi  transfer  dana  Sdr.HAIRIL 
HAFID tidak pernah mendapat ijin / persetujuan/ perintah dari 
nasabah PT.SKYPURA dan SMAN 3 Makassar untuk melakukan 
transfer atau pemindahbukuan tersebut. 
10. Tidak ada atasan yang memerintahkan Lk. HAIRIL HAFID untuk 
melakukan  pendebetan / pemindahbukuan (transfer dana)  pada 
rekening milik nasabah PT.SKY PURA dan SMAN 3 Makassar ke 
rekening nasabah lain. 
11. Berdasarkan keterangan sdr. HERI WAHYUDI bahwa pada hari 
Jumat tanggal 14 Nopember 2014  oleh Lk. HAIRIL HAFID 
memberitahukan kepada pimpinan kantor layanan Bandara 
Hasanuddin ( HERI WAHYUDI) bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 
 
 
 
Nopember 2014 Lk. HAIRIL HAFID untuk ikut masuk kantor dengan 
maksud untuk merapikan administrasi dan voucher/slip transaksi. 
12. Saksi jelaskan bahwa hari dan waktu kerja operasional bank pada 
Kantor Layanan BNI Bandara Sultan Hasanuddin Makassar adalah 
hari sening sampai  dengan hari Jum’at yang  dimulai jam 08.00 WITA 
dan berakhir pada Pukul 16.00 WITA, sedangkan hari kerja dan jam 
kerja diluar waktu operasional dihitung kerja lembur dengan surat 
perintah kerja lembur. 
13. Saksi jelaskan bahwa berdasarkan Kewenangan nominal transaksi 
nomor : JAR/ 7/ 538, tanggal 2 Maret 2005, batas kewenangan teller 
pada Kantor Layanan BNI Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar 
adalah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) satu kali 
transaksi. 
14. Lk. HAIRIL HAFID dapat melakukan transaksi pendebetan dan 
pemindah bukuan (transfer dana) diatas dari  Rp 25.000.000,-  (Dua 
puluh lima juta rupiah) namun harus mendapatkan otorisasi dari 
pemimpin KLN, kecuali melakukan penyalahgunaan password dari 
pemimpin KLN, maka orang tersebut dapat bertransaksi. 
15. Teller menjalankan tugasnya berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan 
Uraian Jabatan Asisten Pelayanan Uang Tunai (Teller) BNI Memo 
Ren No. Ren/2/1195, tanggal 12 September 2005, Buku pedoman 
prosedur kerja Nomor : IN/ 0052/ HUK, tanggal 12 April 1991 dan 
Kewenangan nominal transaksi nomor : JAR/ 7/ 538, tanggal 2 Maret 
2005 sedangkan tugas dan tanggung jawab teller antara lain 
 
 
 
melayani nasabah dalam bertransaksi penarikan,penyetoran dan 
serta transfer dana antar bank. 
16. bahwa total transaksi pendebetan dan pemindahbukuan (transfer 
dana) yang dilakukan oleh Lk. HAIRIL HAFID sejumlah 
Rp.1.063.000.000,- .(satu milyar enam  puluh tiga juta rupiah), 
dengan rincian berdasarkan cetakan rekening koran tanggal 15 
Nopember 2014 tercetak transfer dari .SMAN 3 Makassar nomor 
0298722968 Ke nomor Rekening Bank BNI  atas nama HAIRIL. H 
nomor 82911144  sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta 
rupiah)  kemudian pada tanggal yang sama tercetak transfer dari 
PT.SKY PURA  nomor 0148540095 Ke nomor Rekening Bank BNI  : 
1100183888  an. DANI (DANIEL STEVEN)  sejumlah 
Rp.663.000.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta ripuah). 
17. Saksi mengetahuinya dari laporan Sdr. HERI WAHYUDI sebagai 
Pimpinan Kantor Layanan BNI Bandara Sultan Hasanuddin 
Makassar dan  dari laporan Sdr. AIDA. B sebagai Pemimpin bidang 
layanan nasabah, pada hari senin, tanggal 17 Nopember 2014, 
bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 Teller KLN 
Bandara Hasanuddin  atas nama Sdr. FARID menemukan  validasi / 
printscreen di Passbook Printer dengan nominal  Rp.663.000.000,- 
(enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan Rp.400.000.000,- 
(empat ratus juta rupiah), dimana Sdr. FARID melaporkan kepada 
Pimpinan KLN Bandara Sdr.HERI WAHYUDI tentang penemuan 
vaidasi pada passbook printer tersebut. Lalu oleh Sdr.HERI 
 
 
 
WAHYUDI meneliti vaidasi tersebut dan mendapatkan transaksi 
trnasfer/ pemindahbukuan dari rekening nasabah PT.SKYPURA ke 
rekening nasabah an.DANIEL STEVEN (nasabah Bank BNI Palu) 
sebesar Rp.663.000.000,-. (enam ratus enam puluh tiga juta juta 
rupiah) dan memindahkan / mentransfer rekening nasabah SMAN 3 
Makassar  ke rekening tabungan BNI milik Sdr.HAIRIL HAFID nomor 
:  82911144 sebesar Rp.400.000.000,-. (empat ratus juta rupiah).  
18. Saksi melalui sdr. HERI WAHYUDI memerintahkan Customer 
Service KLN Bandara Hasanuddin Sdr. NETTY untuk memblokir  
rekening milik Lk.HAIRIL HAFID dan diketahui saldonya tersisa 
sekitar RP.14 jutaan dan juga memerintahkan agar dilakukan 
pemindahbukuan kembali dari rekening 1100183888  an. DANI 
(DANIEL STEVEN)  ke nomor rekening : 0148540095 nasabah an. 
PT.SKYPURA  sejumlah RP.663.000.000,- (enam ratus enam puluh 
tiga juta rupiah) Kemudian secara lisan Saksi memberitahukan ke 
Kantor Cabang BNI Palu terkait pemindahbukuan kembali dari 
rekening 1100183888  an.DANI (DANIEL STEVEN)  ke nomor 
rekening : 0148540095 nasabah an. PT.SKYPURA  sejumlah 
RP.663.000.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah). 
19. Bahwa Transaksi pendebetan dan pemindah bukuan (transfer dana) 
yang dilakukan oleh Lk. HAIRIL HAFID merupakan transaksi tidak 
sah yang melanggar SOP yang berlaku pada PT. BNI persero tbk, 
ketentuan yang dilanggar adalah ketentuan tentang penarikan dan 
transfer dana nasabah yaitu Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan 
 
 
 
Asisten Pelayanan Uang Tunai (Teller) BNI Memo Ren No. 
Ren/2/1195, tanggal 12 September 2005, Buku pedoman prosedur 
kerja Nomor : IN/ 0052/ HUK, tanggal 12 April 1991 dan Kewenangan 
nominal transaksi nomor : JAR/ 7/ 538, tanggal 2 Maret 2005. 
20. Bahwa yang melihat/ menyaksikan  ketika Lk. HAIRIL HAFID masuk 
kedalam kantor layanan Bandara Hasanuddin Makassar dan  
melakukan transfer /pemindahbukuan pada tanggal 15 Nopember 
2014 adalah Sdri.NAILA (teller) , Sdri.NETTY (CS), Sdr.IKRA 
(Satpan) dan Sdr.INDRA (Sopir) , dan Saksi juga mempunyai bukti 
rekaman CCTV dan Sdr. FARID (teler KLN Bandara). 
21. bahwa setelah Lk. HARIL HAFID melakukan pendebetan dan 
pemindah bukuan atas kedua rekening tersebut (rekening BNI SMN 
3 Makassar dan rekening BNI PT. SKYPURA), Saksi bersama sdr. 
HERI WAHYUDI mendatagi rumah Lk. HAIRIL HAFID yang berada 
di wilayah kota Makassar dan Kab. Gowa namun tidak berada 
dirumannya dan sampai sekarang keberadaan Lk. HAIRIL HAFID 
belum diketahui. 
22. PT. BNI mengalami kerugian materil sebesar Rp 400.000.000,- 
(empat ratus juta rupiah) dan reputasi sebagai lembaga yang 
dipercaya masyarakat dalam perbankan menjadi kurang baik.  
      
 
B. N  a  m  a    :  HERI  WAHYUDI, Umur 47 Tahun, tempat/ 
tanggal lahir Malang/ 05 Juli 1967, Suku Jawa, 
 
 
 
Pekerjaan Karyawan BUMN/ PT. BNI Kantor 
Layanan (KLN) Bandara Sultan Hasanuddin, 
Makassar, Kewarganegaraan Indonesia, Agama 
Islam, Pendidikan terakhir SARJANA S1, Alamat 
Jalan Kamfer No.166, Kel. Paroppo, Kec. 
Panakukkang, Makassar. 
 
Menerangkan : 
 
1. Saksi kenal dengan Lk. HAIRIL HAFID karena sama-sama bekerja 
pada Kantor Layanan BNI Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, 
Kab. Maros, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang 
tersebut. 
2. Lk. HAIRIL HAFID bekerja dan atau menjadi karyawan PT. BNI 
(persero)Tbk Cabang Makassar  sejak tgl 17 Juli 1997 sebagai 
satpam dan jabatan Lk. HARIL HAFID pada kantor layanan BNI 
Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar  tertanggal 15 Nopember 
2014 sebagai Pgs.Teller berdasarkan berdasarkan SK 
Pengangkatan sebagai Pgs Teller Nomor : Mks/ 02/ 1113/ R, Tanggal 
26 September 2014, yang berlaku tanggal 29 September sampai 
dengan 14 Nopember 2014, dimana Lk. HAIRIL HAFID menjadi Pgs 
teller pada kantor layanan BNI Bandara Sultan Hasanuddin, 
Makassar menggantikan sementara sdr. FARID sebegai teller yang 
ditugaskan sementara pada kantor Kas BNI Petikemas, Makassar. 
 
 
 
3. bahwa tugas dan tanggung jawab teller antara lain melayani nasabah 
dalam bertransaksi penarikan,penyetoran dan serta transfer dana 
antar bank, Teller menjalankan tugasnya berpedoman pada Petunjuk 
Pelaksanaan Uraian Jabatan Asisten Pelayanan Uang Tunai (Teller) 
BNI Memo Ren No. Ren/2/1195, tanggal 12 September 2005, Buku 
pedoman prosedur kerja Nomor : IN/ 0052/ HUK, tanggal 12 April 
1991 dan Kewenangan nominal transaksi nomor : JAR/ 7/ 538, 
tanggal 2 Maret 2005. 
4. bahwa mengenai transaksi pendebetan dan pemindahbukuan 
rekening milik nasabah BNI yang dilakukan oleh Lk. HAIRIL HAFID 
secara tidak sah Saksi ketahui pada hari senin, tanggal 17 Nopember 
2014 sekira jam 08.15 Wita, sesuai dengan laporan sdr. FARID 
(teller) kepada Saksi dimana ia telah menemukan bukti transaksi 
pemindahbukuan/ transfer dana berupa validasi / printscreen pada 
Passbook Printer yang ada pada meja teller Nomor 2 yaitu transaksi 
transfer dana dari rekening Bank BNI atas nama SMN 3, Makassar 
No. Rekening 0298722968 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus 
juta) ke rekening BNI atas nama HAIRIL HAFID Nomor rekening 
82911144  dan  dan dari rekening PT. SKY PURA nomor 
0148540095 sebesar Rp 663.000.000,- (enam ratus enam puluh tiga 
juta rupiah) ke rekening BNI atas DANIEL STEVEN nomor 
1100183888  dimana transaksi transfer dana kedua rekening 
tersebut (rekening SMAN 3 Makassar dan rekening PT. SKY PURA) 
dilakukan secara tidak sah yaitu tanpa adanya perintah atau 
 
 
 
permintaan dari nasabah dan atau pemilik rekening dan tanpa 
persetujuan  (otorisasi) dari Saksi sebagai Pimpinan KLN BNI 
Bandara Sultan Hasanuddin, setelah Saksi melakukan penelitian 
terhadap validasi dan jurnal transaksi diketahui bahwa yang 
melakukan transaksi terhadap kedua rekening tersebut adalah Lk. 
HAIRIL HAFID sesuai dengan user ID teller No. 24803 miliknya. 
5. transaksi tidak sah pertama adalah transaksi yang dilakukan tidak 
sesuai dengan ketentuan bank yaitu transaksi pemidahbukuan 
dilakukan tidak atas perintah nasabah melalui formulir 
pemindahbukuan yang ditanda tangani oleh nasabah yang 
bersangkutan atau yang dikuasakan menyebutkan nominal 
pemindahbukuan/ dana yang akan ditransfer dan rekening tujuan 
sebagaimana yang tertuang pada lampiran slip formulir kiriman uang 
dan kedua adalah transaksi tidak sah bilamana dilakukan tanpa ijin/ 
sepengetahuan dari otorisasi bank bilamana transaksi tersebut diatas 
kewenangan teller. 
6. Bahwa berdasarkan Kewenangan nominal transaksi nomor : JAR/ 7/ 
538, tanggal 2 Maret 2005, batas kewenangan teller pada Kantor 
Layanan BNI Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar adalah sebesar 
Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) satu kali transaksi. 
7. Saksi jelaskan bahwa untuk transaksi diatas kewenangan teller yaitu 
diatas Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) harus meminta 
otorisasi kepada atasan dalam hal ini Pimpinan KLN Bandara Sultan 
Hasanuddin, Makassar. 
 
 
 
8. Alat yang digunakan teller melakukan pendebetan/ pemindahbukuan 
(transfer dana) diatas Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) 
adalah computer yaitu BNI Icons dimana setiap teller mempunyai/ 
memiliki akses pada system computer tersebut. 
9. Berdasarkan Validasi yang ditemukan Sdr. FARID bahwa Lk. HAIRIL 
HAFID melakukan transfer / pemindahbukuan pada hari Sabtu 
Tanggal 15 Nopember 2014 sekitar jam 13.10 Wita bertempat di 
Kantor layanan BNI Bandara Hasanuddin Makassar. 
10. berdasarkan validasi transaksi rekening BNI atas nama SMA 3, 
Makassar No. rekening 0298722968 dan rekening BNI atas nama PT. 
SKY PURA No. rekening 0148540095, Lk. HAIRIL HAFID 
melakukan transaksi tidak sah dengan cara mendebet dan 
memindah bukukan/ transafer dana dari rekening SMA 3, Makassar 
No. rekening 0298722968 ke rekening BNI an. HAIRIL HAFID No. 
rekening 82911144 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta 
rupiah) dan dari rekening BNI atas nama PT. SKY PURA No. 
rekening 0148540095 ke rekening BNI an. DANIEL STEVEN No. 
rekening 1100183888 sebesar Rp 663.000.000,- (enam ratus enam 
puluh tiga juta rupiah) tanpa ada perintah atau permintaan dari 
nasabah masing-masing pemilik rekening atau yang dikuasakan, ini 
dikuatkan transaksi pendebetan dan pemindah bukuan/ transfer dana 
tersebut dilakukan tanpa ada slip transfer dana yang ditandatangani 
oleh nasabah (SMN 3 Makassar dan PT. SKY PURA) serta setelah 
dikonfirmasi kepada masing-masing pemilik rekening dalam hal ini 
 
 
 
SMN 3 Makassar dan PT. SKY PURA bahwa tidak pernah melakukan 
transaksi pemindah bukuan/ transfer dana pada hari sabtu tanggal 
15 Nopember 2014. 
11. Lk.HAIRIL HAFID melakukan pendebetan/ pemindahbukuan 
(transfer dana) terhadap rekening BNI atas nama SMN 3 Makassar 
dan rekening BNI atas nama PT. SKY PURA menggunakan computer 
yaitu BNI Icons dengan menyalahgunakan system bank yang berada 
meja kerja teller Nomor 2 yang berada pada kantor layanan BNI 
Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar , kab. Maros, dimana Lk. 
HAIRIL HAFID sebagai teller mempunyai/ memiliki akses pada 
system computer tersebut. 
12. Saksi jelaskan bahwa Lk. HAIRIL HAFID mempunyai/ memiliki akses 
untuk masuk pada system komputer teller BNI Kantor Layanan 
Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, yaitu BNI Icons, adapun 
nomor ID yang digunakan oleh Lk. HAIRIL HAFID sebagai teller 
masuk ke sistem tersebut user ID teller No. 24803. 
13. Lk. HAIRIL HAFID mempunyai akses untuk masuk pada system 
komputer teller BNI Kantor Layanan Bandara Sultan Hasanuddin 
sejak menjadi Pgs Teller pada BNI Kantor Layanan Bandara Sultan 
Hasanuddin yaitu tanggal 10 Nopember 2014. 
14. Bahwa transaksi pendebetan dan pemindah bukuan (transfer dana) 
yang dilakukan oleh Lk. HAIRIL HAFID merupakan transaksi tidak 
sah yang melanggar SOP yang berlaku pada PT. BNI persero tbk, 
ketentuan yang dilanggar adalah ketentuan tentang penarikan dan 
 
 
 
transfer dana nasabah yaitu Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan 
Asisten Pelayanan Uang Tunai (Teller) BNI Memo Ren No. 
Ren/2/1195, tanggal 12 September 2005, Buku pedoman prosedur 
kerja Nomor : IN/ 0052/ HUK, tanggal 12 April 1991 dan Kewenangan 
nominal transaksi nomor : JAR/ 7/ 538, tanggal 2 Maret 2005. 
15. Saksi jelaskan untuk transaksi transfer dana via teller oleh nasabah 
BNI pada hari sabtu tidak ada transaksi selain kegiatan pick up 
service ( penjemputan uang angkasa pura ), akan tetapi system dapat 
di akses selama 24 jam setiap hari termasuk pada hari sabtu dan 
minggu (diluar hari kerja). 
16. Lk. HAIRIL HAFID tidak meminta ijin kepada Saksi masuk kerja pada 
hari sabtu tanggal 15 Nopember 2014, ia mengatakan bahwa akan 
masuk kantor besok ( masuk hari sabtu tanggal 15 Nopember 2014) 
dengan maksud untuk merapikan administrasi dan voucher/slip 
transaksi, Lk. HAIRIL pada saat itu masuk kerja tanpa surat perintah 
kerja lembur. 
17. Bahwa yang dapat membuka system pengamanan/ security  
(password) otorisasi dalam hal transfer dana pada kantor Layanan 
BNI Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar adalah Saksi sebagai 
pemimpin kantor layanan. 
18. untuk setiap transaksi pemindah bukuan diatas 25.000.000,- (dua 
puluh lima juta) teller harus memintah persetujuan ( otorisasi ) 
pemimpin kantor layanan. 
 
 
 
19. setelah Saksi mengetahui bahwa telah  terjadi transaksi tidak sah 
atas kedua rekening tersebut (rekening SMN 3 Makassar dan 
rekening PT. SKY PURA)  yang dilakukan Lk. HAIRIL HAFID, Saksi 
melakukan pemblokiran terhadap kedua rekening BNI atas nama 
HAIRIL HAFID dan rekening BNI atas nama DANIEL STEVEN dan 
melaporkan kepada Sdr. AIDA (Pemimpin Bidang Layanan) dan Sdr. 
AKBAD BAHTIADI (Pemimpin Cabang), kemudian Saksi atas 
persetujuan Sdr. AIDA dan Sdr. AHBAD BAHTIADI, mendebet 
rekening BNI atas nama HAIRIL HAFID dan rekening BNI atas nama 
DANIEL STEVEN dengan mentransfer dana kerekening semula 
(rekening SMN3 Makassar dan PT. SKY PURA) sesuai dengan 
ketentuan umum dan persyaratan pembukaan rekening yang telah 
ditandatangani oleh nasabah pada saat pembukaan rekening dan 
syarat-syarat ketentuan pada buku tabungan nasabah. 
20. bahwa status dana telah ditransfer dari rekening BNI atas nama SMN 
3 Makassar ke rekening BNI atas nama HAIRIL HAFID sebesar Rp 
400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) telah dilakukan pemblokiran 
dimana dalam rekening BNI atas nama HAIRIL HAFID tersisa Rp 
14.000.000,- selebihnya telah digunakan sedangkan dari rekening 
BNI atas nama PT. SKYPURA ke rekening BNI atas nama DANIEL 
STEVEN sebesar Rp 663.000.000,- (enam ratus enam puluh tiga 
juta) telah dikembalikan kerekening semula dengan cara dipindah 
bukuan. 
 
 
 
21. PT. BNI mengalami kerugian materil sebesar Rp 400.000.000,- 
(empat ratus juta rupiah) dan reputasi PT. BNI sebagai lembaga yang 
dipercaya masyarakat dalam perbankan menjadi kurang baik. 
  
C. N  a  m  a    :  MUHAMMAD FARID ASLAM, Umur 29 Tahun, 
tempat/ tanggal lahir ujung pandang/ 17 juli 1985, 
Suku bugis , Pekerjaan Karyawan BUMN/ PT. 
BNI Kantor Layanan (KLN) Bandara Sultan 
Hasanuddin, Makassar, Kewarganegaraan 
Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, 
Alamat Btn H Bnaca M32/8 , Kel. Bontoa, Kec 
mandai, Maros. 
 
Menerangkan : 
 
1. kenal Lk. HAIRIL HAFID sebagai rekan kerja pada PT. Bank Negara 
Indonesia cab Makassar, Kantor Layanan (KLN) Bandara Sultan 
Hasanuddin, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang 
tersebut. 
2. Lk. HAIRIL HAFID menggantikan sementara Saksi sebagai teller 
pada KLN BNI Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar periode 
September 2014 s.d Nopember 2014, dimana pada periode tersebut 
Saksi ditugaskan sebagai teller sementara pada kantor Kas BNI Peti 
kemas, Makassar. 
 
 
 
3. tugas dan tanggung jawab teller antara lain melayani nasabah dalam 
bertransaksi penarikan,penyetoran dan serta transfer dana antar 
bank, Teller menjalankan tugasnya berpedoman pada Petunjuk 
Pelaksanaan Uraian Jabatan Asisten Pelayanan Uang Tunai (Teller) 
BNI Memo Ren No. Ren/2/1195, tanggal 12 September 2005, Buku 
pedoman prosedur kerja Nomor : IN/ 0052/ HUK, tanggal 12 April 
1991 dan Kewenangan nominal transaksi nomor : JAR/ 7/ 538, 
tanggal 2 Maret 2005. 
4. Bahwa berdasarkan Kewenangan nominal transaksi nomor : JAR/ 7/ 
538, tanggal 2 Maret 2005, batas kewenangan teller pada Kantor 
Layanan BNI Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar adalah sebesar 
Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) satu kali transaksi. 
5. bahwa untuk transaksi diatas kewenangan teller yaitu diatas Rp 
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) harus meminta otorisasi 
kepada atasan dalam hal ini Pimpinan KLN Bandara Sultan 
Hasanuddin, Makassar. 
6. Alat yang digunakan teller melakukan pendebetan/ pemindahbukuan 
(transfer dana) diatas  Rp Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta 
rupiah) adalah computer yaitu BNI Icons dimana setiap teller 
mempunyai/ memiliki akses pada system computer tersebut. 
7. Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 November 2014 sekira jam 08.10 
Wita,  Saksi menemukan cetak transaksi validasi 
pemindahbukuan/transfer  tgl 15 desember 2014 di meja teller 2 KLN 
BNI Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Kab. Maros yaitu 
 
 
 
transaksi pemindahbukuan/ transfer dana dari rekening BNI atas 
nama SMN 3 Makassar Nomor 0298722968 ke rekening BNI atas 
nama HAIRIL HAFID Nomor rekening 82911144 sebesar Rp 
400.000.000,- dan dari rekening BNI atas nama PT SKY PURA 
Nomor rekening 0148540095 ke rekening BNI atas nama DANIEL 
STEVEN nomor rekening 1100183888 sebesar Rp 663.000.000,-  
dimana pemindahbukuan/ transfer dana tersebut dilakukan oleh 
HAIRIL HAFID berdasarkan bukti validasi dan Saksi langsung 
memberitahukan kepada  sdr NAILA dan sdr. HERRY WAHYUDI. 
8. Bahwa setelah Saksi menemukan bukti transaksi pemindahbukuan/ 
transfer dana dari rekening Bank BNI atas nama SMN 3, Makassar 
No. Rekening 0298722968 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus 
juta) ke rekening BNI atas nama HAIRIL HAFID Nomor rekening 
82911144 dan  dari rekening BNI atas nama PT. SKY PURA No. 
rekening 0148540095 ke rekening BNI atas nama DANIEL STEVEN 
nomor rekening 1100183888 sebesar Rp 663.000.000,- berupa 
validasi / printscreen pada Passbook Printer,Saksi langsung 
memberitahukan kepada sdr NAILA dan sdr. HERI WAHYUDI. 
9. Bahwa transaksi pendebetan dan pemindah bukuan (transfer dana) 
terhadap rekening BNI atas nama SMA 3, Makassar No. rekening 
0298722968 dan rekening BNI atas nama PT. SKY PURA No. 
rekening 0148540095  yang dilakukan oleh Lk. HAIRIL HAFID 
merupakan transaksi tidak sah yang melanggar SOP yang berlaku 
pada PT. BNI persero tbk, ketentuan yang dilanggar adalah 
 
 
 
ketentuan tentang penarikan dan transfer dana nasabah yaitu 
Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Asisten Pelayanan Uang 
Tunai (Teller) BNI Memo Ren No. Ren/2/1195, tanggal 12 September 
2005, Buku pedoman prosedur kerja Nomor : IN/ 0052/ HUK, tanggal 
12 April 1991 dan Kewenangan nominal transaksi nomor : JAR/ 7/ 
538, tanggal 2 Maret 2005. 
10. Saksi jelaskan transaksi tidak sah pertama adalah transaksi yang 
dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan bank yaitu transaksi 
pemidahbukuan dilakukan tidak atas perintah nasabah melalui 
formulir pemindahbukuan yang ditanda tangani oleh nasabah yang 
bersangkutan atau yang dikuasakan menyebutkan nominal 
pemindahbukuan/ dana yang akan ditransfer dan rekening tujuan 
sebagaimana yang tertuang pada lampiran slip formulir kiriman uang 
dan kedua adalah transaksi tidak sah bilamana dilakukan tanpa ijin/ 
sepengetahuan dari otorisasi bank bilamana transaksi tersebut diatas 
kewenangan teller. 
11. PT. BNI mengalami kerugian materil sebesar Rp 400.000.000,- 
(empat ratus juta rupiah) dan reputasi PT. BNI sebagai lembaga yang 
dipercaya masyarakat dalam perbankan menjadi kurang  baik. 
 
 
D. N  a  m  a    :  NETTI SUSILAWATI, Umur 36 Tahun, tempat/ 
tanggal lahir Gontar/ 21 April 1978, Suku 
Makassar Kewarganegaraan Indonesia, 
 
 
 
Pekerjaan Karyawan BUMN/ PT. BNI Kantor 
Layanan (KLN) Bandara Sultan Hasanuddin, 
Makassar, Agama Islam, Pendidikan terakhir 
SMA, Alamat Perum Polda Jalan Balai Kota 
Nomor 2/ 17, Kel. Baru, Kec. Ujung Pandang, 
Makassar. 
 
Menerangkan : 
 
1. Saksi kenal dengan Lk. HAIRIL HAFID karena sama-sama bekerja 
pada kantor layanan BNI Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, 
Kab. Maros, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang 
tersebut. 
2. Bahwa jabatan Lk. HAIRIL HAFID tertanggal 15 Nopember 2014 
adalah sebagai teller pengganti adapun dasar diangkat dalam 
jabatan tersebut Saksi tidak ketahui. 
3. Saksi ketahui bahwa Lk. HAIRIL HAFID pada tanggal 15 Nopember 
2014 sekira jam 11.00 Wita sampai dengan 14.00 Wita berada di 
kantor Layanan Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Kab. Maros, 
tepatnya di meja teller Nomor 2 dimana oleh Sdr. FARID, pada hari 
Senin, tanggal 17 Nopember 2014 sekira jam 08.10 Wita menemukan 
bukti berupa Validasi atas transaksi pendebetan/ transfer dana atas 
kedua rekening tersebut (rekening BNI atas nama SMAN 3 Makassar 
dan rekening BNI atas nama PT. SKY PURA). 
 
 
 
4. Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2014, sekira jam 08.30 
wita Saksi diperintahkan oleh Sdr. HERI WAHYUDIPimpinan Kantor 
Layanan (KLN) BNI Bandara Sultan Hasansuddin, Makassar untuk 
memblokir rekening BNI No. 82911144 atas nama HAIRIL HAFID dan 
rekening BNI nomor 1100183888 atas nama DANIEL STEVEN yang 
kemudian rekening BNI atas nama DANIEL STEVEN tersebut 
dilakukan pembukaan blokir selanjutnya dilakukan koreksi mutasi 
dan saldo rekening (Reversal) oleh teller atas nama NAILAH dengan 
cara memindah bukukan kembali ke rekening asal yang telah 
didebet/ dipindah bukukan sebelumnya oleh Lk. HAIRIL HAFID 
dalam hal ini dikembalikan ke rekening PT. SKY PURA, dari situ 
Saksi mengetahui bahwa Lk. HAIRIL telah melakukan pemindah 
bukuan terhadap rekening BNI atas nama SMAN 3 Makassar nomor 
0298722968 dan rekening BNI atas PT. SKY PURA Nomor 
0148540095, secara tidak sah yaitu tanpa ada perintah atau 
permintaan masing-masing nasabah/ pemilik rekening serta ijin dari 
otorisasi dalam hal ini Pimpinan KLN Bandara Sultan Hasanuddin, 
Makassar. 
5. Saksi diperintahkan oleh Sdr. HERI WAHYUDIselaku Pimpinan KLN 
Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Kab. Maros memblokir 
rekening BNI atas nama HAIRIL HAFID Nomor 82911144 dan 
rekening BNI atas nama DANIEL STEVEN Nomor 1100183888 
karena Lk. HAIRIL HAFID telah melakukan transaksi tidak sah 
terhadap rekening BNI atas nama SMAN 3 Makassar nomor 
 
 
 
0298722968 ke rekening BNI atas nama HAIRIL HAFID Nomor 
82911144 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan 
terhadap rekening BNI atas nama PT. SKY PURA Nomor 
0148540095 ke rekening BNI atas nama DANIEL STEVEN nomor 
1100183888 sebesar Rp 663.000.000,- (enam ratus enam puluh tiga 
juta rupiah). 
6. Transaksi tidak sah pertama adalah transaksi yang dilakukan tidak 
sesuai dengan ketentuan bank yaitu transaksi pemidah bukuan 
dilakukan tanpa ada perintah nasabah melalui formolir pemindah 
bukuan yang ditanda tangani oleh nasabah yang bersangkutan atau 
yang dikuasakan menyebutkan nominal pemindah bukuan dan 
rekening tujuan sebagaimana yang tertuang pada lampiran slip 
formulir kiriman uang dan kedua adalah transaksi tidak sah bilamana 
dilakukan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari otorisasi bank 
bilamana transaksi tersebut diatas kewenangan teller. 
7. Batas kewenangan transaksi yang dapat dilakukan oleh seorang 
teller BNI KLN Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar dalam Hal ini 
Lk. HAIRIL HAFID adalah senilai Rp 25.000.000,- (dua pulu lima juta 
rupiah) diatas dari nilai tersebut harus sepengetahuan atau 
persetujuan otorisator yaitu sdr HERI WAHYUDIsebagai pimpinan 
kantor layanan, hal ini berdasarkan ketentuan BNI yaitu Kewenangan 
nominal transaksi nomor : JAR/ 7/ 538, tanggal 2 Maret 2005. 
8. Bahwa sesuai salinan rekening koran bank BNI atas nama SMAN 3 
Makassar nomor 0298722968 dan rekening BNI atas nama PT. SKY 
 
 
 
PURA nomor 0148540095, Lk. HAIRIL HAFID melakukan transaksi 
tidak sah terhadap kedua tersebut pada hari sabtu tanggal 15 
Nopember 2014 di kantor layanan BNI Bandara Sultan Hasanuddin, 
Makassar, Kab. Maros. 
9. Saksi jelaskan bahwa transaksi tidak sah yang dilakukan oleh Lk. 
KHAIRIL HAFID adalah pendebetan/ pemindah bukuan dari rekening 
BNI atas nama SMAN 3 Makassar nomor 0298722968 sebesar Rp 
400.000.000,- (empat ratus juta) ke rekening BNI atas nama HAIRIL 
HAFID nomor 82911144 dan pendebetan/ pemindah bukuan dari 
rekening BNI atas nama PT. SKY PURA nomor 0148540095 sebesar 
Rp 663.000.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) ke 
rekening BNI atas DANIEL STEVEN nomor 1100183888 tanpa ada 
perintah atau tanpa ada permintaan nasabah melalui formulir 
pemindah bukuan ini diperkuat transaksi tersebut tidak dilengkapi 
dengan formulir kiriman uang (KU) atau voucer yang ditanda tanganni 
oleh masing-masing pemilik rekening atau yang dikuasakan. 
10. Transaksi tidak sah yaitu pendebetan/ transfer dana terhadap 
rekening BNI SMN 3 Makassar dan rekening BNI PT. SKY PURA 
adalah Lk. HAIRIL HAFID dapat diketahui berdasarkan validasi 
dimana didalamnya terdapat nomor ID Teller yang melakukan 
transaksi. 
11. Saksi melihat Lk. HAIRIL HAFID pada hari Sabtu tanggal 15 
Nopember 2014 dari jam 11.00  Wita s/d jam 14.00  Wita berada di 
meja teller nomor 2 pada kantor layanan BNI Bandara Sultan 
 
 
 
Hasanuddin, Makassar, Kab. Maros, dimana ditempat tersebut 
ditemukan validasi transasksi pendebetan dan atau transfer dana 
rekening BNI atas nama SMN 3 Makassar dan rekening BNI atas 
nama PT. SKY PURA oleh Sdr. FARID (teller) pada hari senin, 
tanggal 17 Nopember 2014. 
12. Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Lk. HAIRIL HAFID sebagai 
teller terhadap rekening BNI atas nama SMAN 3, Makassar No. 
rekening 0298722968 dan rekening BNI atas nama PT. SKY PURA 
No. rekening 0148540095 Tidak sesuai dengan SOP sebagai teller 
dan ketentuan yang berlaku pada bank BNI yaitu Petunjuk 
Pelaksanaan Uraian Jabatan Asisten Pelayanan Uang Tunai (Teller) 
BNI Memo Ren No. Ren/2/1195, tanggal 12 September 2005, Buku 
pedoman prosedur kerja Nomor : IN/ 0052/ HUK, tanggal 12 April 
1991 dan Kewenangan nominal transaksi nomor : JAR/ 7/ 538, 
tanggal 2 Maret 2005. 
13. Untuk transaksi transfer dana via teller oleh nasabah BNI pada hari 
sabtu tidak ada transaksi selain kegiatan pick up service ( 
penjemputan uang angkasa pura ), akan tetapi system dapat di akses 
selama 24 jam setiap hari termasuk pada hari sabtu dan minggu 
(diluar hari kerja). 
14. Lk. HAIRIL HAFID sebagai teller memiliki ID teller sehingga ia 
mempunyai akses untuk masuk pada system komputer teller Nomor 
2 pada   BNI KLN Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar sejak ia 
 
 
 
bekerja sebagai teller adapun ID dan password untuk masuk pada 
system tersebut Saksi tidak ketahui. 
15. Bahwa akibat perbuatan Lk. HAIRIL HAFID, PT. BNI mengalami 
kerugian materil sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) 
dan reputasi PT. BNI sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat 
dalam perbankan menjadi kurang baik. 
 
E. N  a  m  a    :  NAILAH, Umur 27 Tahun, tempat/ tanggal lahir 
Makassar 26 Maret 1987, Suku Makassar, 
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan 
Karyawan BUMN/ PT. BNI Kantor Layanan 
(KLN) Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, 
Agama Islam, Pendidikan terakhir D3, Alamat 
Kelapa Tiga No 62, Kel. Ballaparang, Kec. 
Rappocini, Makassar. 
 
Menerangkan : 
 
1. Saksi kenal dengan Lk. HAIRIL HAFID karena sama-sama bekerja 
sebagai teller pada kantor layanan BNI Bandara Sultan Hasanuddin, 
Makassar, Kab. Maros. 
 
 
 
 
 
2. Lk. HAIRIL HAFID menjabat sebagai teller pada kantor layanan BNI 
Bandara Sultan Hasanuddin tertanggal 15 Nopember 2014. 
3. tugas dan tanggung jawab teller antara lain melayani nasabah dalam 
bertransaksi penarikan, penyetoran dan serta transfer dana antar 
bank, Teller menjalankan tugasnya berpedoman pada Petunjuk 
Pelaksanaan Uraian Jabatan Asisten Pelayanan Uang Tunai (Teller) 
BNI Memo Ren No. Ren/2/1195, tanggal 12 September 2005, Buku 
pedoman prosedur kerja Nomor : IN/ 0052/ HUK, tanggal 12 April 
1991 dan Kewenangan nominal transaksi nomor : JAR/ 7/ 538, 
tanggal 2 Maret 2005. 
4. sesuai dengan informasi dari Sdr. FARID, Sdr. HERI WAHYUDI dan 
Sdr. NETTI SUSILAWATI serta berdasarkan salinan rekening koran 
BNI atas nama SMN 3 Makassar dan PT. SKY PURA oleh Lk. 
HAIRIL HAFID telah melakukan pendebetan dan pemindah bukuan/ 
transfer dana dari rekening BNI atas nama SMAN 3 Makassar nomor 
0298722968 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke 
rekening BNI atas nama HAIRIL HAFID Nomor 82911144 dan 
pendebetan dan pemindah bukuan/ transfer dana dari rekening BNI 
atas nama PT. SKY PURA nomor 0148540095 sebesar Rp 
663.000.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) ke rekening 
BNI atas nama DANIEL STEVEN nomor 1100183888 secara tidak 
sah yaitu tanpa ada perintah atau permintaan nasabah melalui 
formulir pemindah bukuan atau formulir kiriman uanag (KU) atau 
 
 
 
voucer yang ditanda tangani oleh masing-masing pemilik rekening 
atau yang dikuasakan. 
5. Bahwa batas kewenangan teller pada Kantor Layanan BNI Bandara 
Sultan Hasanuddin, Makassar adalah sebesar Rp 25.000.000,- (dua 
puluh lima juta rupiah) satu kali transaksi, berdasarkan Kewenangan 
nominal transaksi nomor : JAR/ 7/ 538, tanggal 2 Maret 2005. 
6. Bahwa mekanisme transaksi transfer dana/ pemindah bukuan via 
teller di atas Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah 
nasabah  melengkapi buku tabungan, mengisi slip pemindahan 
sejumlah yang akan didebet/ dipindahbukukan/ transfer, membawa 
kartu identitas nasabah yang berlaku, dan kartu ATM kemudian oleh 
teller harus meminta otorisasi dari pemimpin Kantor Layanan untuk 
selanjutnya dilakukan transaksi pendebetan dan transfer dana. 
7. Alat yang digunakan teller melakukan pendebetan/ pemindahbukuan 
(transfer dana) diatas Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) 
adalah computer yaitu BNI Icons dimana setiap teller mempunyai/ 
memiliki akses pada system computer tersebut. 
8. Saksi jelaskan bahwa Pada hari sabtu, tanggal 15 Nopember 2014 
sekira jam  08.00 Wita s.d 14.00 Wita Saksi sedang melaksanakan 
kerja lembur dikantor layanan BNI Banadara Sultan Hasanuddin, 
Makassar, Kab. Maros namun Saksi tidak mengetahui apa yang 
dilakukan oleh Lk. HAIRIL HAFID di kantor pada hari itu. 
 
 
 
9. Saksi melihat Lk. HAIRIL HAFID pada saat itu berada di meja teller 
nomor 2 pada kantor Layanan Bandara Sultan Hasanuddin, 
Makassar, Kab. Maros. 
10. Saksi jelaskan transaksi tidak sah pertama adalah transaksi yang 
dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan bank yaitu transaksi 
pemidahbukuan dilakukan tidak atas perintah nasabah melalui 
formulir pemindah bukuan yang ditanda tangani oleh nasabah yang 
bersangkutan atau yang dikuasakan menyebutkan nominal 
pemindah bukuan dan rekening tujuan sebagaimana yang tertuang 
pada lampiran slip formulir kiriman uang dan kedua adalah transaksi 
tidak sah bilamana dilakukan tanpa ijin/ tanpa sepengetahuan dari 
otorisasi bank bilamana transaksi tersebut diatas kewenangan teller. 
11. bahwa sesuai salinan rekening koran bank BNI atas nama SMAN 3 
Makassar nomor 0298722968 dan rekening BNI atas nama PT. SKY 
PURA nomor 0148540095, Lk. HAIRIL HAFID melakukan transaksi 
tidak sah terhadap kedua rekening tersebut pada hari sabtu tanggal 
15 Nopember 2014 di kantor layanan BNI Bandara Sultan 
Hasanuddin, Makassar, Kab. Maros. 
12. setelah Lk. HAIRIL HAFID melakukan transaksi pemindah bukuan / 
transfer dana  terhadap rekening BNI atas nama SMN 3 Makassar 
dan atas nama PT. SKY PURA yaitu pada hari senin, tanggal 17 
Nopember 2014 sekira Jam  08.30 Wita di kantor layanan BNI 
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dimana saat itu sdr. FARID 
(teller) menemukan  di meja teller Nomor 2  validasi / printscreen di 
 
 
 
Passbook Printer transaksi transfer dana dari rekening BNI atas 
nama SMAN 3 Makassar nomor 0298722968 sebesar Rp 
400.000.000,- (empat ratus juta) ke rekening BNI atas nama HAIRIL 
HAFID nomor 82911144 dan transaksi transfer dana dari rekening 
BNI atas nama PT. SKY PURA nomor 0148540095 sebesar Rp 
663.000.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) ke rekening 
BNI atas DANIEL STEVEN nomor 1100183888. 
13. Lk. HAIRIL HAFID mempunyai akses untuk masuk pada system 
komputer teller BNI Kantor Layanan Bandara Sultan Hasanuddin, 
Makassar sepanjang dia menjadi teller. 
14. pada hari sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekira Saksi tidak melihat 
nasabah BNI atas nama SMN 3, Makassar dan PT. SKY PURA atau 
yang dikuasakan datang ke kantor layanan BNI Bandara Sultan 
Hasanuddin, Makassar melakukan transaksi transfer dana via teller. 
15. Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Lk. HAIRIL HAFID sebagai 
teller terhadap rekening BNI atas nama SMA 3, Makassar No. 
rekening 0298722968 dan rekening BNI atas nama PT. SKY PURA 
No. rekening 0148540095 merupakan transaksi tidak sah yang 
melanggar SOP yang berlaku pada PT. BNI persero tbk, ketentuan 
yang dilanggar adalah ketentuan tentang penarikan dan transfer 
dana nasabah yaitu Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Asisten 
Pelayanan Uang Tunai (Teller) BNI Memo Ren No. Ren/2/1195, 
tanggal 12 September 2005, Buku pedoman prosedur kerja Nomor : 
 
 
 
IN/ 0052/ HUK, tanggal 12 April 1991 dan Kewenangan nominal 
transaksi nomor : JAR/ 7/ 538, tanggal 2 Maret 2005. 
16. Akibat perbuatan Lk. HAIRIL HAFID, PT. BNI mengalami kerugian 
materil sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan 
reputasi PT. BNI sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat dalam 
perbankan menjadi kurang baik. 
 
F. N  a  m  a    :  SITTI RAHMATIAH, S.Sos, Umur 45 Tahun, 
tempat/ tanggal lahir ujung pandang/ 04 Pebruari 
1969, Suku Mandar, Pekerjaan Pegawai Negri 
Sipil sebagai bendahara sekolah SMAN 3 
Makassar, Kewarganegaraan Indonesia, Agama 
Islam, Pendidikan terakhir S1, Alamat Jl. 
Cendrawasih Asmat Blok C/ 4, Kel. Pa’batang, 
Kec. Mamajang, Makassar. 
 
Menerangkan : 
 
1. Saksi tidak kenal dengan Lk. HAIRIL HAFID. 
2. Saksi menjelaskan bahwa SMAN 3 Makassar adalah nasabah BNI 
pada kantor layanan bandara Sultan Hasanuddin, Makassar dengan 
nomor rekening 0298722968, menjadi nasabah sejak tahun 2012 di 
kantor bank tersebut dan yang ditugaskan untuk melakukan transaksi 
 
 
 
dibank tersebut adalah Saksi sebagai bendahara sekolah dan kepala 
Sekolah yang dijabat oleh Drs. ABD HALIM JAYA, M.Pd.   
3. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai bendahara sekolah SMAN 
3 Makassar adalah menarik secara tunai dana yang ada pada 
rekening sekolah (rekening BNI atas nama SMAN 3 Makassar Nomor 
rekening 0298722968) dengan menggunakan cek giro yang telah 
ditanda tangani oleh kepala sekolah dan bendahara serta melakukan 
pencatatan pada buku kas sekolah setiap transaksi yang 
menggunakan dana sekolah. 
4. Saksi tidak pernah melakukan transaksi transfer dana/ pemindah 
bukuan pada hari sabtu tanggal 15 Nopember 2014 via teller pada 
kantor layanan bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, dari rekening 
BNI atas nama SMAN 3 Makassar dengan nomor rekening 
0298722968 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke 
rekening BNI atas nama HAIRIL HAFID nomor rekening 82911144. 
 
G. N  a  m  a    :  USTAR  ARIF, Umur 51 Tahun, tempat/ tanggal 
lahir Pinrang/ 08 Juli 1964, Suku bugis , 
Pekerjaan Karyawan PT. Skypura, Makassar, 
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, 
Pendidikan terakhir D3, Alamat taman Sudian 
Indah Blok J2 No. 15, Kel. Pai, Kec. 
Biringkanaya, kota Makassar. 
 
 
 
 
Menerangkan : 
 
1. Saksi kenal Lk. HAIRIL HAFID karena pernah melayani Saksi dalam 
melakukan transaksi pembayaran pajak pada kantor layanan BNI 
Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar dimana Saksi adalah 
merupakan nasabah pada bank dimaksud, Saksi tidak ada hubungan 
keluarga dengan orang tersebut. 
2. Saksi jelaskan PT. Sky Pura menjalankan usahanya pada jasa 
pelayanan bandara/ Ground Hanling di bandara Sultan Hasanuddin 
Makassar yaitu penyedia pendorong pesawat, Bus penumpang, 
tangga pesawat dan lain-lain. Jabatan Saksi pada PT. Sky Pura 
adalah sebagai manager keuangan dan administrasi yang bertugas 
mengontrol pembukuan/ kas PT. Sky Pura dan menandatangani cek 
giro atas nama PT. Sky Pura. 
3. PT. Sky Pura adalah nasabah BNI dengan nomor rekening 
0148540095, adapun yang ditugaskan untuk melakukan transaksi di 
bank tersebut (BNI) pada tahun 2014 adalah JOOTJE 
KATIANDAGHO sebagai direktur dan Saksi sebagai manager 
keuangan dan administrasi dengan menanda tangani cek giro PT. 
Sky Pura. 
4. Saksi tidak pernah melakukan transaksi pemindahbukuan dan atau 
teransfer dana pada tanggal 15 Nopember 2014 via teller pada kantor 
layanan Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar dari rekening BNI 
atas nama PT. Sky Pura ke rekening BNI atas nama DANIEL 
 
 
 
STEVEN  nomor rekening 1100183888 sebesar Rp 663.000.000,- 
(enam ratus enam pulu tiga juta rupian). 
5. Saksi jelaskan bahwa pendebetan dan pemindahbukuan/ transfer 
dana terhadap rekening BNI  atas nama PT. Sky Pura ke rekening 
BNI atas nama DANIEL STEVEN nomor rekening 1100183888   
sebesar Rp 663.000.000,- (enam ratus enam pulu tiga juta rupian) 
pada tanggal 15 Nopember 2014 dilakukan tanpa sepengetahuan 
atau tanpa ijin dari Saksi maupun dari direktur JOOTJE 
KATIANDAGHO. 
 
H. N  a  m  a    :  ASLINA LATEKO, Umur 55 Tahun, tempat/ 
tanggal lahir Palu/ 15 maret 1960, Pekerjaan 
Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, 
Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Alamat 
Jalan Trans Sulawesi No. 188, Kel. Mamboro, 
Kec. Palu Utara, Kota Palu, Propinsi Sulawesi 
Tengah. 
 
Menerangkan : 
 
1. Saksi memiliki sebidang tanah dengan luas kurang lebih 372 m2 (tiga 
ratus tujuh puluh dua meter persegi). 
 
 
 
2. Pada tanggal 26 Mei 2014, tanah milik saksi tersebut seluas 7 x 20 
m2 dijual kepada Sdr. AMIR seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta 
rupiah). 
3. Sekira bulan Pebruari 2015 Sdr. AMIR menyampaikan kepada saksi 
bahwa tanah yang telah dibeli tersebut dijual kembali kepada Lk. 
HAIRIL HAFID dan dari situ saksi kenal dengan Lk. HAIRIL HAFID 
dan ia (Lk. HAIRIL HAFID) juga membeli kelebihan tanah saksi 
seluas 3 x 20 m2 seharga 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan telah 
dibayar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana sisanya 
sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dijanji akan dibayarkan 
dalam waktu dekat.   
Keterangan Ahli  
a. Keterangan Ahli Perbankan 
1. Nama AKTA BAHAR DAENG, S.H., Umur 55 Tahun, tempat tanggal 
lahir:  Manna, 01 Oktober 1960, jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, 
Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Bank Indonesia 
dipekerjakan pada Otoritas Jasa Keuangan, Alamat : Jl. MH. Thamrin 
No.2 Jakarta Pusat 10120. 
Menerangkan :  
 
a. Ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta 
bersedia diminta keterangan dan akan memberikan keterangan yang 
sebenarnya sesuai pengetahuan dan keahlian yang ahli miliki dan 
 
 
 
bersedia mengangkat sumpah dihadapan Penyidik, sesuai dengan 
Agama ahli, yaitu Agama Islam. 
b. Ahli ditugaskan untuk menjadi Ahli dalam perkara ini berdasarkan 
surat Penunjukan dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 
No. S-88/MS.323/2015 Tanggal, 9 Juni 2015. 
c. Riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan yang Ahli miliki adalah : 
a) Riwayat Pendidikan: 
Formal :  
1) SD Santo Yosef Lahat, Tamat Tahun 1974. 
2) SMP PGRI Cibinong Tamat Tahun 1977. 
3) SMA 1 Bogor Tamat Tahun 1980. 
4) S1 Jurusan Hukum Perdata Universitasi Hazairin 
Bengkulu Tamat Tahun 1995. 
Informal :  
1) Kursus Pejabat Pemberian Kredit Usaha Kecil 
Jakarta tahun 2000. 
2) Money Loundering Jakarta tahun 2006. 
3) Finance Derivative, Fin. Market dan Fin. 
Instruments, Deutch Bank, Jakarta tahun 2006. 
4) Investigasi Perbankan. 
5) Forensic Accounting & Investigative Auditing. 
6) Mediasi Perbankan tahun 2008. 
7) Sertifikasi Perbankan. 
8) Certified Fraud Examiner (CFE). 
 
 
 
 
b) Riwayat pekerjaan: 
1) Seksi Kas dan Pengedaran (1981 – 1997), KPw 
Bengkulu. 
2) Seksi Pelaksanaan Kebijakan Moneter (1997 – 
1999) KPw Malang. 
3) Seksi Pengawasan Bank (1999 – 2002) KPw 
Malang. 
4) Investigator pada Departemen Investigasi dan 
Perlindungan Konsumen (2005 – 2013) Kantor 
Pusat Bank Indonesia Jakarta. 
5) Investigator Senior Departemen Pemeriksaan 
Khusus dan Investigasi Perbankan (2014) Kantor 
Pusat Otoritas Jasa Keuangan. 
 
c) Pekerjaan dan Jabatan :  
Pekerjaan : Melakukan pemeriksaan khusus dan 
Investigasi tekait dengan penyimpangan ketentuan 
perbankan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, direksi 
dan pegawai bank. 
Jabatan : Kepala Bagian - Investigator Senior pada 
Departemen pemeriksaan khusus dan investigasi 
perbankan. 
 
 
 
d. Ahli bekerja di Bank Indonesia dengan jabatan Asisten Direktur dan 
saat ini dipekerjakan pada Otoritas Jasa Keuangan dengan jabatan 
Kepala Bagian (Investigator Senior). 
e. Sebelumnya Ahli pernah didengar keterangan selaku ahli di bidang 
perbankan. 
f. Ahli tidak kenal dengan Lk. HAIRIL HAFID, SE dan tidak ada 
hubungan keluarga dengan orang tersebut. 
g. Tugas Ahli melakukan pemeriksaan khusus dan atau investigasi 
terkait penyimpangan ketentuan perbankan yang berindikasi adanya 
dugaan tindak pidana perbankan. Mempertanggung jawabkan hasil 
pemeriksaan khusus dan atau investigasi kepada atasan (Direktur 
Eksekutif dan Direktur -  Departemen pemeriksaan khusus dan 
Investigasi Perbankan. 
h. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan bahwa “OJK melaksanakan tugas 
pengaturan  dan pengawasan terhadap: 
1.  Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 
2.  Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan 
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana 
Pensiun,  Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan 
Lainnya. 
Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan bahwa “OJK berfungsi menyelenggarakan 
 
 
 
sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap 
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan” 
i. Ahli menjelaskan Bahwa :  
1.  Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang – Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang 
Perbankan bahwa “Perbankan adalah segala sesuatu yang 
menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan 
usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 
usahanya.” 
2.  Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana bahwa 
“Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan 
perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan 
sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam 
Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh 
Penerima.” 
j. Ahli jelaskan bahwa Tindak pidana perbankan mengandung 
pengertian tindak pidana itu semata-mata terjadi di bank, dimana 
tindak pidana itu berupa perbuatan Anggota Dewan Komisaris, 
Direksi atau pegawai yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan 
perbankan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang – Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang 
 
 
 
Perbankan, sedangkan terkait Tidak Pidana Transfer Dana 
merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang maupun 
korporasi yang melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. 
k. Unsur-unsur Tindak Pidana Perbankan adalah sebagai berikut : 
1) Unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai 
Bank” 
2) Unsur “dengan Sengaja” 
3) Unsur “membuat atau menyebabkan” – Unsur 
“Pencatatan Palsu” - Unsur “Menghilangkan atau tidak 
memasukan pencatatan atau tidak dilakukannya 
pencatatan” – Unsur “mengubah adanya suatu 
pencatatan” atau – Unsur mengaburkan atau 
menyembunyikan adanya suatu pencatatan” atau – 
unsur “menghapus atau menghilangkan. 
4) Unsur “Pembukuan, Laporan, dokumen, laporan 
kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu 
bank” 
Sedangkan mengenai Unsur-unsur dalam Tindak pidana transfer 
dana  bukan merupakan kewenangan Ahli karena kapasitas Ahli 
khusus selaku ahli yang  terkait dengan tindak pidana perbankan. 
l. Ahli jelaskan bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai 
tindak pidana perbankan adalah perbuatan yang memenuhi unsur-
unsur diatur  mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-
 
 
 
Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia No.10 tahun 
1998 tentang Perbankan. 
m. Ahli jelaskan bahwa berdasarkan kronologis kasus yang dipaparkan, 
tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh tersangka (Lk. HAIRIL 
HAFID, SE) dari sisi Perbankan tidak dapat dibenarkan karena telah 
masuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana perbankan di dalam pasal 
49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 
1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik 
Indonesia No.10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi 
“Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan 
sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu 
dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen 
atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu 
bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Perbuatan 
tersangka (Lk. HAIRIL HAFID, SE) melakukan pendebetan dan 
pemindahbukuan/ transfer dana tanpa ada underlying transaksi telah 
memenuhi unsur-unsur di dalam pasal 49 ayat (1) huruf a di atas. 
n. Ahli jelaskan bahwa Bank dalam membuat SOP harus berdasarkan 
ketentuan-ketentuan perbankan baik itu berupa Undang-Undang, 
maupun peraturan otoritas terkait yang membawahinya. 
 
 
 
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 11/ 25 /PBI/2009 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA 
NOMOR 5/8/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN 
RISIKO BAGI BANK UMUM pasal 20 ayat (1) berbunyi “Bank 
wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk 
mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru Bank”. 
o. Sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatan pegawai bank yang 
melakukan transaksi tidak sesuai dengan SOP (standar Operasional 
Prosedur) dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak 
melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan 
ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi 
bank. Sebagaimana diatur pada pasal 49 ayat (2) huruf bUndang-
Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia No.10 tahun 
1998 tentang Perbankan. 
p. Apabila dapat dibuktikan perbuatan tersangka Lk. HAIRIL HAFID, 
SE sebagai teller yang diuraikan penyidik di atas dapat 
dipersangkakan melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana 
diatur dalam pasal 49 ayat (1) a Undang-Undang Republik Indonesia 
No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – 
Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang Perbankan. 
q. Sesuai SOP Intern Bank sebagaimana uraian tersebut di atas, 
Prosedur penarikan, penyetoran dan serta transfer dana antar bank 
 
 
 
melalui Teller harus berdasarkan permintaan atau perintah nasabah 
secara tertulis melalui formulir pemindahbukuan yang ditanda 
tangani oleh nasabah atau yang dikuasakan. 
r. Ahli jelaskan bahwa berdasarkan kronologis kasus yang dipaparkan, 
tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh tersangka (Lk. HAIRIL 
HAFID, SE) dari sisi Perbankan tidak dapat dibenarkan karena telah 
masuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana perbankan di dalam pasal 
49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 
1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik 
Indonesia No.10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi 
“Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan 
sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu 
dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen 
atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu 
bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Perbuatan 
tersangka (Lk. HAIRIL HAFID, SE) melakukan pendebetan dan 
pemindahbukuan transfer dana tanpa ada underlying transaksi telah 
memenuhi unsur-unsur di dalam pasal 49 ayat (1) huruf a di atas. 
 
 
 
 
 
 
Keterangan Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 
2. Nama ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LLM, Umur: 45 tahun, 
tempat/tanggal lahir: Bandung, 29 September 1969, jenis kelamin: laki-
laki, agama: Islam, warganegara: Indonesia, pendidikan: Pasca Sarjana, 
pekerjaan: Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK), alamat kantor: Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120.  
Menerangkan :  
 
a. Ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta 
bersedia diminta keterangan dan akan memberikan keterangan yang 
sebenarnya sesuai pengetahuan dan keahlian yang ahli miliki dan 
bersedia mengangkat sumpah dihadapan Penyidik, sesuai dengan 
Agama ahli, yaitu Agama Islam. 
b. Ahli pernah diperiksa dan didengar keterangannya selaku ahli 
dibidang tindak pidana pencucian uang yaitu sebagai berikut :  
1.  Perkara Korupsi / Gratifikasi dan pencucian uang  ( Dinas 
PDAM ) Sumatera Utara 2013; 
2. Perkara Korupsi dan pencucian uang Penyalahgunaan 
APBD Pendidikan Gratis Kab. Palopo 2013; 
3.  Perkara Korupsi dan Pencucian uang pada Dirjen Pajak 
DKI Jakarta 2013; 
4.   Perkara Korupsi dan pencucian uang pada Direktorat Bea 
Cukai Nusa Tenggara Barat tahun 2014; 
 
 
 
5.  Perkara Narkotika dan Pencucian uang di Polda Sumsel 
Palembang tahun 2014; 
6.  Perkara penggelapan dan tindak pidana pencucian uang di 
Polda Metro Jaya Jakarta tahun 2015.  
c. Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, kerja dengan Lk. 
HAIRIL HAFID. 
d. Riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan yang ahli miliki adalah 
sebagai berikut; 
Riwayat Pendidikan :  
i. Pendidikan formal ;  
- S-1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 
Bandung, Lulus Tahun 1996. 
- S-2di Rijksuniversiteit Groningen,the Netherlands, 
Lulus Tahun 2003. 
 
2) Pendidikan karier pegawai ; 
i. Internship di White and Case Law Firm, Washington, 
DC, USA , Agustus 2003 s.d Maret 2004. 
ii. Legal Aspects of Central Bank, Banque de France, 
Paris-Perancis Desember 2008. 
iii. English for Lawyers, Jakarta, 2009. 
iv. Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta  Tahun 
2010. 
 
 
 
v. Specialized Management of Financial Crime 
Program, Jakarta Center for Law Enforcement 
Cooperation, Tahun 2012. 
vi. Complex Financial Investigative Techniques Course, 
Jakarta, Tahun 2012. 
vii. Third Asset Forfeiture and Financial Investigations 
Conference, Jakarta, Tahun 2012. 
viii. Public Integrity Investigation Course, International 
Law Enforcement Agency, Bangkok, Tahun 2012. 
ix. Study Visit International Fund Transfer Instruction, 
Sidney, Tahun 2013. 
Riwayat pekerjaan: 
i. Pendidikan Calon Pegawai Muda, Bank Indonesia 
Tahun 1998-1999. 
ii. Staf  Kantor Bank Indonesia Balikpapan Tahun 1999-
2002. 
iii. Petugas Belajar Jangka Panjang Bank Indonesia ke 
Belanda, Tahun 2002-2003.  
iv. Internship di White and Case Law Firm, Washington, 
DC, USA, Agustus 2003 s.d Maret 2004. 
v. Analis Hukum di Direktorat Hukum, Bank Indonesia, 
April 2004 s.d Desember 2011. 
 
 
 
vi. Analis Hukum Senior di Direktorat Hukum, Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK),  2012-sekarang. 
e. Ahli diperiksa berdasarkan surat Penunjukan Ahli tindak pidana 
pencucian uang adalah No. S-  /02.3.3/PPATK/06/15 tanggal Juni  
2015. 
f. Jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATK antara lain: 
melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum 
berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan 
keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang 
guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum 
baik ditingkat Penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun 
pemeriksaan di sidang Pengadilan. 
g. Ahli jelaskan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas 
mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. 
Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah 
sebagai berikut: 
i. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 
uang. 
ii. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK. 
 
 
 
iii. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan  
iv. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi 
Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang 
dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1). 
h. Dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif ;  
i. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana 
pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 
UU PP TPPU. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 
UU PP TPPU adalah: 
“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, 
mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau 
surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan 
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan 
asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana 
pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” 
j. Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU 
adalah: 
 
 
 
“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan 
asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-
hak, atau kepemilikan yangsebenarnya atas Harta 
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana 
pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 
k. Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut :  
a. “Setiap orang dengan sengaja” : “Setiap orang” adalah 
orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal 
person), sedangkan “dengan sengaja” atau “kesengajaan” 
adalah “menghendaki atau menginsyafi” atau “dengan 
kesadaran penuh” atau “keyakinan dirinya” terjadinya 
suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat yang 
ditimbulkannya. 
b. “Menempatkan harta kekayaan” adalah perbuatan 
memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke 
dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, 
membuka giro dan mendepositokan uang. 
c. “Mentransfer harta kekayaan” adalah perbuatan 
pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke 
Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di 
 
 
 
luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di 
kantor bank yang sama. 
d. “Membayarkan harta kekayaan” adalah menyerahkan 
sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain. 
e. “Membelanjakan harta kekayaan” adalah penyerahan 
sejumlah uang atas pembelian suatu benda. 
f. “Menghibahkan harta kekayaan” adalah perbuatan hukum 
untuk mengalihkan kebendaan secara hibah 
sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum 
secara umum. 
g. “Menyumbangkan harta kekayaan” adalah pemberian 
sesuatu benda secara cuma-cuma. 
h. “Menitipkan harta kekayaan” adalah menyerahkan 
pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda 
dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana 
diatur dalam KUH Perdata. 
i. “Membawa ke luar negeri harta kekayaan” adalah 
kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah 
pabean RI. 
j. “Menukarkan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan 
cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda 
bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang 
berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam 
bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata 
 
 
 
uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang 
ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk 
lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di 
Pedagang Valuta Asing dan Bank. 
k. “Perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar 
perbuatan yang telah diuraikan di atas. 
l. “Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan 
asal usul harta kekayaan”, yaitu yang disembunyikan 
adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain 
secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta 
kekayaan dari mana asal atau sumbernya. 
m. Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam 
upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta 
kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan 
kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal 
usul sumber dananya dalam rangka penempatan 
(placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan 
harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya 
melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar 
negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui 
perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal 
dan seterusnya (layering). Setelah placement dan 
layering berJalan mulus, biasanya pelaku dapat 
menggunakan harta kekayaannya secara aman baik 
 
 
 
untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam 
konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus 
semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan 
placement, layering atau placement langsung ke 
integration. 
Sedangkan pengertian menyamarkan antara lain adalah 
perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal 
agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari 
kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata 
uang lainnya dan sebagainya. 
n. “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan 
atau permufakatan jahat” adalah orang perseorangan 
(natural person) atau korporasi (legal person). Sedangkan 
“percobaan” adalah perbuatan untuk melakukan tindak 
pidana pencucian uang yaitu perbuatan yang batal 
dilakukan oleh sebab-sebab diluar kehendak pelaku. 
“Pembantuan” adalah perbuatan-perbuatan untuk 
membantu pelaku melakukan tindak pidana pencucian 
uang. “Permufakatan Jahat” adalah persekongkolan 
antara seorang dengan orang lainnya untuk melakukan 
tindak pidana pencucian uang. 
o. “Menerima atau menguasai” : “Menerima” adalah 
memperoleh atau mendapatkan. “Menguasai” adalah 
 
 
 
melakukan penguasaan langsung atau tidak langsung 
atas harta kekayaan. 
p. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 
tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang 
mengetahui secara jelas dan pasti atau setidak-tidaknya 
dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi 
yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan 
merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum. 
q. Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain” adalah 
perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama 
atau identitas diri sendiri. “Atas nama orang lain” adalah 
perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama 
atau identitas orang lain atau nomine. 
r. Ahli menjelaskan bahwa Hasil tindak pidana atau harta 
kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil 
tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari 
perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut : 
a.   korupsi;  
b. penyuapan;  
c. narkotika;  
d. psikotropika;  
 
 
 
e. penyelundupan tenaga kerja;  
f. penyelundupan migran;  
g. di bidang perbankan;  
h. di bidang pasar modal;  
i. di bidang perasuransian;  
j. kepabeanan/ cukai; 
k. perdagangan orang;  
l. perdagangan senjata gelap; 
m. terorisme; 
n. penculikan; 
o. pencurian;  
p. penggelapan;  
q. penipuan;  
r. pemalsuan uang;  
s. perjudian;  
t. prostitusi;  
u. di bidang perpajakan;  
v. di bidang kehutanan;  
w. di bidang lingkungan hidup;  
x. di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana 
lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) 
tahun atau lebih, 
 
 
 
 
 
 
III. KETERANGAN TERSANGKA : 
             
I. N  a  m  a    :  HAIRIL HAFID, SE, umur 38 Tahun, Lahir di 
Makassar, tanggal 01 Agustus 1977, Suku Bugis, 
Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam, 
Pendidikan terahir SI (tamat berijazah), 
Pekerjaan Pegawai PT. BNI Persero, Tbk, 
Makassar, Alamat Kompleks Unhas Antang, 
Jalan Arsitektur Blok D, No. 108, Kel. 
Tamagappa, Kec. Manggala, Kota Makassar, 
Propinsi Sulawesi Selatan atau Jalan Tarakang, 
Blok C No. 2, Makassar.   
 
Menerangkan : 
 
1. Bahwa ia (tersangka Lk. HAIRIL HAFID) pada hari sabtu, tanggal 15 
Nopember 2014 sekira jam 10.00 Wita ke kantor layanan BNI 
Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Kab. Maros menyelesaikan 
vocer (slip penarikan/ setoran) yang belum selesai pada hari jum’at, 
kurang lebih satu jam kemudian tersangka melakukan transaksi 
dengan mentransfer dana dari rekening BNI atas nama SMN 3 
Makassar ke rekening BNI atas nama Tersangka (HAERIL HAFID) 
dan juga mentransfer dana dari rekening BNI atas nama PT. SKY 
 
 
 
PURA ke rekening BNI atas nama DANIEL STEVEN, adapun 
keempat nomor rekening yang digunakan transaksi teransfer dana 
tersangka lupa. 
2. Tersangka tidak memiliki surat tugas untuk masuk kerja pada hari 
sabtu, tanggal 15 Nopember 2015 pada KLN BNI Bandara Sultan 
Hasanuddin, Makassar, Kab. Maros. 
3. jumlah dana yang Tersangka transfer totalnya Rp 1.063.000.000,- 
(satu milyar enam puluh tiga juta rupiah) dengan rincian  : 
a. Transaksi transfer dari rekening BNI atas nama SMN 3 
Makassar ke rekening BNI atas nama Tersangka (HAERIL 
HAFID) sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) 
b. Transaksi transfer dari rekening BNI atas nama PT. SKY 
PURA ke rekening BNI atas nama DANIEL STEVEN sebesar 
Rp 663.000.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah).  
4. Tersangka jelaskan bahwa transaksi transfer dana dari rekening BNI 
atas nama SMAN 3 Makassar ke rekening BNI atas nama Tersangka 
(HAIRIL HAFID) dan juga mentransfer dana dari rekening BNI atas 
nama PT. SKY PURA ke rekening BNI atas nama DANIEL STEVEN 
Tersangka lakukan tanpa ada permintaan atau perintah nasabah 
dalam hal ini SMN 3 Makassar dan PT. SKY PURA melalui slip 
pemindah bukuan. 
5. Transaksi transfer dana tersebut Tersangka lakukan karena 
Tersangka sebagai teller mempunyai akses untuk masuk disistem 
PT. BNI yaitu INQUIRY dengan menggunaka ID Tersangka Nomor 
 
 
 
ID/ NPP 24803 dengan password a24803 sehingga Tersangka dapat 
bebas melihat jumlah semua saldo nasabah BNI dan juga dapat 
melakukan transaksi transfer dana dimana pada saat itu Tersangka 
melihat jumlah saldo SMAN 3 Makassar dan PT. SKY PURA 
jumlahnya besar sehingga Tersangka melakukan transaksi transfer 
dana tersebut. 
6. Batas kewenangan Tersangka sebagai teller melakukan transaksi 
dalam hal transfer dana adalah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta 
rupiah), diatas jumlah transaksi tersebut harus melalui otorisasi 
dalam sepengetahuan atau ijin dari pimpinan Kantor layanan. 
7. Tersangka jelaskan Tersangka dapat melakukan transaksi diatas Rp 
25.000.000,- (dua puluh lima juta) karena Tersangka mengetahui 
password otorisasi dalam hal ini Pimpinan kantor layanan (KLN) 
bandara Sultan Hasanuddin, Makassar yaitu Sdr. HERRY 
WAHYUDI. 
8. bahwa password otorisasi KLN BNI Bandara Sultan Hasanuddin, 
Makassar Tersangka ketahui dengan melihat pada saat Sdr. HERRY 
WAHYUDI melakukan otorisasi pada teller Nomor 1 dari situ 
Tersangka mendapatkan password otorisasi secara diam-diam tanpa 
sepengetahuan pemilik password, yang kemudian Tersangka 
melakukan transaksi transfer dana terhadap kedua rekening BNI atas 
nama SMN 3, Makassar dan PT. SKY PURA. 
9. Tersangka mengetahui password otorisasi KLN bandara Sultan 
Hasanuddin, Makassar sejak tanggal 13 Nopember 2014 dan 
 
 
 
menggunakannya pada tanggal 15 Nopember 2015 terhadap 
transaksi transfer dana dari rekening BNI atas nama SMN 3 
Makassar ke rekening BNI atas nama Tersangka (HAERIL HAFID) 
dan juga mentransfer dana dari rekening BNI atas nama PT. SKY 
PURA ke rekening BNI atas nama DANIEL STEVEN. 
10. Tersangka jelaskan bahwa rekening BNI atas nama Daniel Steven 
Tersangka dapatkan awalnya menyuruh teman Tersangka yaitu Lk. 
ANTO yang berasal dari kota Palu untuk membuka rekening BNI dan 
Lk. ANTO menyuruh Sdr. DANIEL STEVEN membuka rekening BNI 
sehingga pada tanggal 14 Nopember 2014 Sdr. DANIEL STEVEN  
membuka rekening seingat Tersangka di KLN BNI Iman Bonjol Palu 
setelah membuka rekening pada hari itu juga Lk. ANTO 
memberitahukan Tersangka nomor rekening Sdr. DANIEL STEVEN 
yang selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2014 Tersangka 
transferkan dana dari rekening PT. SKY PURA sebesar Rp 
663.000.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah). 
11. Dana yang Tersangka transfer dari rekening BNI atas nama PT. SKY 
PURA ke rekening BNI atas nama DANIEL STEVEN sebesar Rp 
663.000.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) sengaja 
Tersangka lakukan untuk pembelian 3 unit mobil berupa 1 unit Toyota 
Hilux, 1 unit toyota vios dan 1 unit toyota avanza Veloz untuk 
selanjutnya di bahwa dan di jual Makassar oleh Lk. ANTO dan dua 
orang temannya yang Tersangka tidak kenal. 
 
 
 
12. uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang 
Tersangka transfer dari rekening BNI atas nama SMAN 3 Makassar 
Tersangka gunakan untuk Foya-foya, beli motor, beli tanah, beli 
emas dan Tersangka simpan kerekening BNI Tersangka yang 
lainnya untuk namun Tersangka lupa nomor rekeningnya. 
13. Perbuatan tersebut Tersangka lakukan karena Tersangka sakit hati 
dengan Pimpinan Cabang BNI yaitu Sdr. AKBAD BACHTIARDI 
dalam memberikan penilaian terhadap Tersangka tidak obyektif oleh 
karena selama ini Tersangka hanya dinilai dengan penilain cukup 
yang seharusnya baik, sehingga mengurangi bonus Tersangka. 
 
V.     BARANG BUKTI : 
 
Barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut :  
 
1. Surat BNI tentang penugasan sementara sdr. HAIRIL HAFID 
sebagai pengganti sementara Pgs. Asisten pelayanan uang tunai 
kantor layanan Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. 
2. Transaksi teller non cash transaction report periode 15 
Nopember 2014. 
3. Rekening koran BNI atas nama PT. SKY PURA nomor 
0148540095 periode 1 Nopember 2014 sampai dengan 18 
Nopember 2014. 
 
 
 
4. Rekening koran BNI atas nama SMAN 3 Makassar Nomor 
0298722968 periode I Nopember sampai dengan 18 Nopember 
2014. 
5. Rekening koran BNI atas nama Lk. HAIRIL HAFID Nomor 
82911144. 
6. Surat BNI tenta Job discribtion teller/ asisten pelayanan uang 
tunai. 
7. SOP tentang kiriman uang  
    
VI.     KESIMPULAN 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan dengan 
adanya barang bukti, maka penyidik  berkesimpulan sebagai berikut : 
 
1. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 15 Nopember 2014 di Kantor 
Layanan BNI Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Kab. Maros, 
tersangka Lk. HAIRIL HAFID sebagai teller yang bertugas sebagai 
pengganti sementara teller (PS) pada kantor Layanan Bandara 
Sultan Hasanuddin, Makassar dengan sengaja melakukan 
pendebetan dan pemindahbukuan transfer dana tanpa ada 
permintaan atau perintah nasabah atau yang dikuasakan melalui slip 
Kiriman uang (KU) / transfer dana dan melakukan pendebetan dan 
pemindahbukuan transfer dana diatas kewenangan teller tanpa ijin 
otorisator (Pimpinan kantor Layanan BNI Bandara Sultan 
hasanuddin, Makassar) terhadap rekening BNI atas nama SMAN 3 
 
 
 
Makassar Nomor 02872268, sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratu 
juta rupiah) ke rekening BNI atas nama HAIRIL HAFID Nomor 
82911144 dan terhadap rekening BNI atas nama PT. SKYPURA 
Nomor 0148540095, sebesar Rp 663.000.000,- (enam ratus enam 
puluh tiga juta rupiah)  ke rekening BNI atas nama DANIEL STEVEN 
Nomor 11001283888. 
2. Pada tanggal 17 Nopember 2014 dana yang telah ditransfer secara 
tidak sah  dari rekening BNI atas nama PT. SKYPURA Nomor 
0148540095, sebesar Rp 663.000.000,- (enam ratus enam puluh tiga 
juta rupiah)  ke rekening BNI atas nama DANIEL STEVEN Nomor 
11001283888 oleh tersangka Lk. HAIRIL HAFID, Pihak PT. BNI 
melakukan pemindah bukuan kembali ke rekening semula (Rekening 
BNI atas nama PT. SKYPURA Nomor 0148540095) senilai Rp 
663.000.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah).   
3. Dana yang ditranfer secara tidak sah dari dari rekening BNI atas 
nama SMAN 3 Makassar sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta 
rupiah)  ke rekening BNI atas nama HAIRIL HAFID Nomor 82911144, 
oleh tersangka Lk. HAIRIL HAFID dipindah bukukan kembali atau 
ditransfer ke rekening BNI lainnya milik tersangka (HAIRIL HAFID) 
Nomor 1005200258, dan digunakan untuk  membeli kendaraan 
(sepeda motor), tanah serta emas. 
4. Bahwa akibat perbuatan tersangka Lk. HAIRIL HAFID, PT. BNI 
mengalami kerugian materiil sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus 
juta rupiah). 
 
 
 
5. Sehingga terhadap tersangka Lk. HAIRIL HAFID patut diduga telah 
melakukan tindak pidana perbankan atau tindak pidana transfer dana 
dan tindak pidana pencucian uang dengan cara melakukan 
pendebetan dan pemindah bukuan secara tidak sah terhadap 
rekening nasabah tanpa ada perintah/ permintaan dari nasabah 
pemilik rekening atau yang dikuasakan melalui slip pemindah bukuan 
dan tanpa ijin dari otorisator (Pimpinan kantor layanan Bank), dimana 
hasil transfer dana tersebut ditempatkan ke rekening simpanan lain 
dan dibelanjakan dengan membeli tanah, kendaraan serta emas, 
sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 49 ayat (2) huruf (b) 
UU RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU 
RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  atau pasal 81 UU RI 
Nomor 3 tentang transfer dana  dan pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 
2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
pencucian uang. 
 
VIII. PENUTUP 
 
Demikian resume ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan 
sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Makassar 
pada hari, tanggal bulan serta tahun tersebut di bawah ini.  
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Dari uraian-uraian bab dimuka dapat ditarik beberapa  kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Penanggulangan tindak pidana Perbankan dalam memberikan 
perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman kejahatan 
perbankan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel 
melakukan 2 (dua) upaya Yaitu preventif dan represif. Untuk 
mencegahh terjadinya tindak pidana perbankan di wilayah Polda 
Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel. 
2. Tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana yang terjadi 
dalam ruang lingkup perbankan. Kompleksnya tindak pidana ini 
menyebabkan dalam proses penuntutan terhadap pelaku tindak 
pidana ini dapat diterapkan lebih dari satu undang undang. Undang 
undang tersebut antara lain: Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun 
jika berpedoman pada asas Kekhususan yang Sistematis 
(systematische specialiteit) maka aparat hukum wajib menerapkan 
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Undang Undang Perbankan dalam menuntut perkara pembobolan 
dana nasabah mengingat tindak pidana ini secara sistematis berada 
dalam ruang lingkup perbankan.  
 
B. Saran  
1. Diharapkan dalam penegakan kasus tindak pidana perbankan, 
aparat hukum dapat memprioritaskan penggunaan Undang Undang 
Perbankan dengan berlandaskan pada asas Kekhususan yang 
Sistematis.  
2. Tindak pidana dalam ruang lingkup perbankan telah mengalami 
perkembangan yang pesat dengan adanya electronic banking atau 
internet banking. Maka dari itu, perlu dibuat undang undang tindak 
pidana khusus perbankan untuk memudahkan penegak hukum 
dalam menangani tindak pidana perbankan. 
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